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KATA PENGANTAR 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, 

maka setiap Perangkat Darah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan 

yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci 

keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif. 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) 

Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat, merupakan lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dan Koordinasi Promosi dan 

Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014. 

 Rencana Strategis Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 ini 

berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam kurun 

waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat 2018 – 2023 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi 

Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun kedepan. 

 Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi 

harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan 

kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami 

berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan 

kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang 

telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang ada. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai 

lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

(BPMPT) Provinsi Jawa Barat memerlukan rencana jangka panjang yang 

bersifat menyeluruh yang dapat memberikan rumusan arah pengembangan 

organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang 

dan jangka pendek ke mana suatu organisasi akan diarahkan, rencana tersebut 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang 

dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efesien, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). 

Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk 

mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat 

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD 

dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan 

dan mengevaluasi.  
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  Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016, 

Kedudukan Dinas PMPTSP adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang 

penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur Jawa Barat, dengan tugas pokok menyelenggarakan 

perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu,  

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan 

perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi  

penanaman modal dan pengendalian investasi. 

  Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal Dinas PMPTSP 

Provinsi Jawa Barat harus merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala 

BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi 

prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas 

pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, 

PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2). Menyediakan informasi 

tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan 

Fasilitas Penanaman Modal; 3). Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, 

transparan dan terintegrasi. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat, sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif 

dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat 

dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung mengenai kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat 

dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan di bidang pelayanan 

perizinan dan pelayanan publik. Kebijakan pengembangan dan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada 

hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan 

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara 

berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan 

perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun 

kebijakan nasional. 
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Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat, maka konsepsi pelayanan 

perizinan terpadu di Jawa Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu : 

• Kepentingan umum; 

• Kepastian hukum; 

• Kesamaan hak; 

• Keseimbangan hak dan kewajiban; 

• Keprofesionalan;  

• Partisipatif;  

• Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;  

• Keterbukaan;  

• Akuntabilitas; 

• Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

• Ketepatan waktu;  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2010, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya 

meliputi : 

1. Pelaksanaan pelayanan ; 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat ; 

3. Pengelolaan informasi ; 

4. Pengawasan Internal ; 

5. Penyuluhan kepada masyarakat dan ; 

6. Pelayanan konsultasi. 

 

1.2. Landasan  Hukum 

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DINAS PMPTSP) Tahun 2018 - 2023 didasarkan kepada : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi 

Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 



RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023 

 

DINAS PMPTSP Provinsi Jawa Barat  I   -  4 

 

(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .4725.); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah     

(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara 

Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada masyarakat; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

17. 

 

18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara 

Nomor ) 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah 

dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi  Birokrasi; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;  

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 

Nomor 2 Tahun 2003 Seri E); 

23. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 
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Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 

Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerh Tahun 2008 Nomor 9 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan  Publik; 

27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 

2010 Nomor 22 seri E); 

28. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan 

lembaran Daerah Nomor 87); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal; 

30. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 

Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 55 seri E); 

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat; 

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Penanaman Modal;  

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa 

Barat; 
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35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, 

Fungsi, Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Cara Kerja Dinas PMPTSP 

Provinsi  Jawa Barat; 

36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud penyusunan Rencana Strategis DINAS PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat tahun 2018 - 2023 adalah: 

1. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka 

menengah tahun 2018 - 2023 sebagai dokumen acuan dalam 

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan 

kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 

sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik. 

2. Melaksanakan Penyesuaian dan penyelarasan atas Renstra yang 

telah dibuat pada OPD sebelumnya. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi 

Jawa Barat tahun 2018 – 2023, adalah : 

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP untuk periode 5 

(lima) tahun; 

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Barat  Tahun 2018 - 2023 dengan  Renstra Dinas PMPTSP 

Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, 

program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ; 
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3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga 

5 (lima) tahun mendatang.  

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  1.1 Latar Belakang 

  1.2. Landasan Hukum 

  1.3. Maksud dan Tujuan 

  1.4. Sistematika Penulisan 

 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMPTSP 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2. Sumber Daya Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

BAB  III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih. 

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra  

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. 

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis. 

BAB IV 

BAB V 

: 

:     

TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS 
PMPTSP  

BAB VIII : PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT 

 

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PMPTSP 

  Dasar Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Barat, yang 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi 

penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan 

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas 

dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Provinsi; 

b. penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi; 

c. penyelenggaraan administrasi Dinas; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai 

berikut: 
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Gambar  2.1 

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
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Susunan Organisasi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, membawahkan :  

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.  

3. Bidang Pengembangan dan Promosi PMPTSP, membawahkan: 

a. Seksi Pengembangan dan Kebijakan; 

b. Seksi Promosi dan Kerjasama; dan 

c. Seksi Fasilitasi. 

4. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan:  

a. Seksi Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

b. Seksi Sektor Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan 

c. Seksi Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.  

5. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 

membawahkan: 

a. Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya 

Mineral; 

b. Seksi Sektor Pertanian, Perikanan dan Tenaga Kerja; dan 

c. Seksi Sektor Ekonomi dan Pariwisata.  

6. Bidang Pengendalian PMPTSP, membawahkan: 

a. Seksi Pemantauan dan Pembinaan; 

b. Seksi Pengawasan; dan 

c. Seksi Pengaduan dan Advokasi. 

7. Bidang Data dan Informasi PMPTSP, membawahkan: 

a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; 

b. Seksi Pengolahan Data; dan 

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 
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Rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat, yaitu: 

1.   Kepala Dinas, meliputi : 

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; 

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi bidang pengembangan 

dan promosi PMPTSP, bidang pelayanan perizinan infrastruktur dan 

sosial, bidang pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam, 

bidang pengendalian PMPTSP, bidang data dan informasi PMPTSP; 

d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan 

Provinsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

g. menyelenggarakan  kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan 

Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian 

Dinas ; 

i. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), 

Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana 

Kerja Anggaran  (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 

lingkup Dinas; 

j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP); 

k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian 
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Internal Pemerintahan (SPIP); 

l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Dinas; 

m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, rekomendasi dan 

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial di bidang  penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu;  

n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran 

pertimbangan mengenai penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 

p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;  

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; 

r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

2. Sekretariat, meliputi: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas; 

b. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan 

kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; 

c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; 

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi 

penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan sert pengelolaan aset Dinas; 

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian  meliputi 

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, 

pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD; 

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan 

serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; 
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g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, 

ketatalaksaanaan Dinas dan UPTD; 

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan  

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; 

i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana 

Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran  (RKA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas; 

j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP); 

k. menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintahan (SPIP); 

l. menyelenggarakan administrasi Dinas; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, 

rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 

bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketahanan pangan 

dan peternakan; 

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 

q. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat; 

r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD; 

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; 

t. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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3. Bidang Pengembangan dan Promosi PMPTSP, meliputi: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan dan 

Promosi PMPTSP; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan dan promosi PMPTSP; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di 

bidang pengembangan dan promosi PMPTSP; 

d. menyelenggarakan fasilitasi  pengembangan dan penyusunan  kebijakan 

PMPTSP; 

e. menyelenggarakan dan memfasilitasi  promosi dan kerjasama PMPTSP,  

f. menyelenggarakan fasilitasi, meliputi layanan informasi, sosialisasi dan 

konsultasi PMPTSP; 

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi  pengembangan dan promosi 

PMPTSP; 

h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Bidang;  

i. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di 

bidang pengembangan dan   promosi PMPTSP; 

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

bidang pengembangan dan promosi PMPTSP sebagai bahan perumusan 

kebijakan Pemerintah Daerah; 

l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang; 

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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4. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial, meliputi : 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan 

Perizinan Infrastruktur dan Sosial; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di 

bidang pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor perhubungan, 

komunikasi dan informatika; 

e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor pertanahan, 

pekerjaan umum dan penataan ruang; 

f. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor pendidikan, 

kesehatan dan sosial; 

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi  pelayanan perizinan 

infrastruktur dan sosial; 

h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Bidang; 

i. menyelengarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di 

bidang pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial; 

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

bidang pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial sebagai bahan 

perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang; 

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan 

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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5. Rincian Tugas Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 

meliputi : 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pelayanan Perizinan 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di 

bidang pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor kehutanan, 

lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral; 

e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor pertanian, 

perikanan dan tenaga kerja; 

f. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan sektor ekonomi dan 

pariwisata; 

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan 

perizinan ekonomi dan sumber daya alam; 

h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Bidang; 

i. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di 

bidang pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam; 

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

bidang pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam sebagai 

bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang; 

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan 
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o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

6. Bidang Pengendalian PMPTSP, meliputi: 

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian;  

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, 

pembinaan, dan pengendalian di Bidang Pengendalian Perijinan dan 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

a. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Bidang 

Pengendalian Perijinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian 

PMPTSP; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 

pengendalian PMPTSP; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di 

bidang pengendalian PMPTSP; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pemantauan dan pembinaan PMPTSP; 

e. menyelenggaranan fasilitasi pengawasan PMPTSP; 

f. menyelenggarakan fasilitasi pengaduan dan advokasi PMPTSP; 

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang  pengendalian 

PMPTSP; 

h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Bidang; 

i. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di 

bidang pengendalian PMPTSP; 

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

bidang pengendalian PMPTSP sebagai bahan perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah; 
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l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang; 

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang  

pengendalian PMPTSP; dan 

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

7. Bidang Data dan Informasi PMPTSP, meliputi: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Data dan Informasi 

PMPTSP; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang data dan 

informasi PMPTSP; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di 

bidang data dan informasi PMPTSP; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan sistem informasi PMPTSP; 

e. menyelenggarakan dan fasilitasi pengolahan data PMPTSP; 

f. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi dan pelaporan PMPTSP; 

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang data dan informasi 

PMPTSP; 

h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 

Bidang; 

i. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi terhadap permohonan 

bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang data dan 

informasi PMPTSP; 

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai 

bidang data dan informasi PMPTSP sebagai bahan perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah; 
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l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang; 

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan 

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

8. Tim Teknis 

Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah terbentuk pada 

13 Januari 2017 dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

503/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan 

Terpadu, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Teknis terdiri atas unsur-

unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai 

dengan bidang tugasnya. Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis terkait permohonan 

perizinan; 

2. Melaksanakan verifikasi factual di lapangan berdasarkan permohonan 

perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

3. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait permohonan perizinan; 

4. Membuat Berita acara Hasil Penelitian; 

5. Penerbitan dokumen saran pertimbangan teknis; dan 

6. Perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisis 

perhitungan. 

 

 

 

 

 

 



RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023 

 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  II - 14  

 

2.2 Sumber Daya Dinas PMPTSP  

2.2.1 Kondisi Pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Bulan 

Desember 2018. 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat 

tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan 

Desember 2018 sebanyak 127 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan 

keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel  di bawah ini :   

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 
Bulan Desember Tahun 2018 

Berdasarkan Jabatan / Eselon 

 

N0 ESELON JUMLAH 

1 I - 

2 II 1 

3 III 6 

4 IV 17 

5 JABATAN FUNGSIONAL 2 

6 
JABATAN BERDASARKAN KONDISI 
KERJA 

101 

 JUMLAH  

 
 

Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

Bulan Desember Tahun 2018 
Berdasarkan Golongan / Ruang 

  

N0 GOL / RUANG JUMLAH 

1 IV/e 1 

2 IV/d - 

3 IV/c - 

4 IV/b 6 

5 IV/a 13 

 SUB JUMLAH GOL IV 20 
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N0 GOL / RUANG JUMLAH 

6 III/d 13 

7 III/c 24 

8 III/b 22 

9 III/a 18 

 SUB JUMLAH GOL III 77 

10 II/d - 

11 II/c 22 

12 II/b 2 

13 II/a 2 

 SUB JUMLAH GOL II 26 

14 I/d - 

15 I/c 3 

16 I/b 1 

17 I/a - 

 SUB JUMLAH GOL I 4 

 JUMLAH TOTAL 127 

 

Tabel 2.3 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

Bulan Desember Tahun 2018 
Berdasarkan Pendidikan 

 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 < SLTA 37 

2 D1/D2 - 

3 SARMUD / D3 3 

4 SARJANA 50 

5 S – 2 34 

6 S – 3 3 

 JUMLAH 127 
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Tabel 2.4 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

 Bulan Desember Tahun 2018  
Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 PRIA 76 

2 WANITA 51 

 JUMLAH 127 

 
 
 

Tabel 2.5 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  

Bulan Desember Tahun 2018  
Berdasarkan Berdasarkan Umur 

  

NO UMUR (TAHUN) JUMLAH 

1 <25 1 

2 26 - 30 3 

3 31 - 35 17 

4 36 - 40 16 

5 41 - 45 28 

6 46 - 50 24 

7 51 - 55 23 

8 56 - 60 15 

 JUMLAH 127 

 

2.2.2 Sarana Prasarana Kunci Pendukung Tugas, IT 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa 

Barat ditunjang oleh pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang sampai 

dengan tahun 2018 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.7 di bawah ini. 
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Tabel  2.7 
Sarana dan Prasarana penunjang Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

 

No. Sarana Dan Prasarana Jumlah 

1 Gedung Kantor Jl. Windu No. 26 Bandung 

1. Tanah seluas 610.000 m2 

2. Bangunan seluas 19,734,79 m2 

  

Kantor Unit Layanan Gerai : 

1. Gerai Bandung 

2. Gerai Garut 

3. Gerai Cirebon 

4. Gerai Bogor 

Gerai Bandung bergabung dengan 

Gedung Kantor DPMPTSP Jl. 

Windu No. 26 Bandung, 

sedangkan untuk Gerai lainnya 

berlokasi di 3 (tiga) BKPP Provinsi 

Jawa Barat 

2 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor Lainnya 6 Unit 

3 Alat Dapur 2 Unit 

4 Alat Dapur lainnya  2 Unit 

5 Alat GPS 3 Unit 

6 Alat Kantor Lainnya 9 Unit 

7 Alat Kebersihan 15 Unit 

8 Alat Kedokteran Umum 5 Unit 

9 Alat Kesehatan Lainnya 3 Unit 

10 Alat Komunikasi Radio HF/FM (Handy Talky) 10 Unit 

11 Alat Komunikasi Telephone/Smartphone/Faksimili 63 Unit 

12 Alat Pendingin Ruangan 99 Unit 

13 Alat Penghias Ruangan  4 Unit 

14 Alat Reproduksi (Pengganda) 7 Unit 

15 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 62 Unit 

16 Alat Studio Lainnya 1 Unit 

17 Alat-alat Bantu Lainnya 1 Unit 

18 CCTV 17 Unit 

19 Genset 2 Unit 

20 Kelengkapan Komputer 30 Unit 

21 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22 Unit 

22 Kendaraan Bermotor Penumpang 12 Unit 

23 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 Unit 

24 Kursi Kerja  126 Unit 

25 Kursi Rapat 45 Unit 

26 Laptop/Notebook/Tablet 73 Unit 

27 Lemari/Rak Kayu 45 Unit 

28 Meja Kerja 185 Unit 

29 Meja Rapat  4 Unit 

30 Mesin Absensi 3 Unit 

31 Mesin Cetak 5 Unit 

32 Mesin Hitung/Jumlah 2 Unit 

33 Mesin Penghancur Kertas 10 Unit 

34 Mesin Tik 5 Unit 

35 Meubelair Kantor Lainnya 36 Unit 
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36 Meubelair Rumah Tangga 4 Unit 

37 Papan Tulis Elektronik 5 Unit 

38 Papan Tulis/Nama/Pengumuman/White Board 2 Unit 

39 Peralatan Computing 1 Unit 

40 Peralatan Jaringan 74 Unit 

41 Peralatan Komputer Lainnya 66 Unit 

42 Peralatan Komputer Mainframe 22 Unit 

43 Peralatan Mini Komputer 4 Unit 

44 Peralatan Perekam Video/Gambar/Audio 10 Unit 

45 Peralatan Studio Audio 55 Unit 

46 Peralatan Studio Video dan Film 8 Unit 

47 Peralatan Studio Visual 18 Unit 

48 Perkakas Bengkel Listrik 3 Unit 

49 Perkakas Khusus (Special Tool) 4 Unit 

50 Perkakas Standar (Standart Tool) 3 Unit 

51 Perlengkapan Kantor Lainnya 1 Unit 

52 Perlengkapan Penyimpanan Berkas/Arsip 231 Unit 

53 Personal Komputer 153 Unit 

54 Pompa 4 Unit 

55 Printer/Scanner 216 Unit 

56 Software Operation System/Antivirus Berlisensi 22 Unit 

57 Sumber Tenaga Lainnya 3 Unit 

58 Tabung Pemadam Kebakaran  14 Unit 

59 

Internet 

1. Icon+ 

2. Diskominfo 

1. Bandwidth 75 Mbps 

2. Bandwidth 10 Mbps 

60 

Situs web dan media sosial 

1. situs web: dpmptsp.jabarprov.go.id 

2. email: dpmptsp@jabarprov.go.id 

3. instragram : @dinaspmptsp.jabar 

4. Twitter : @dpmptspjabar 

5. Facebook: Dinas PMPTSP Prov Jabar 

1. 1 domain 

2. 1 domain 

3. 1 Domain 

4. 1 Domain 

5. 1 Domain 

61 

Pelayanan Perizinan Online 

1. Aplikasi SIMPATIK 

1 paket dan menggunakan 

Aplikasi SPIPISE (BKPM RI) serta 

TKA online (Kementerian Tenaga 

Kerja) 
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Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas 

PMPTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada 

masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa : 

a. Mobil Layanan Keliling (Site Mobile Service/SMS); 

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat selain melayani di dalam 

gedung DPMPTSP juga mengoperasikan Mobil layanan keliling (Site Mobile 

Service/SMS) yang di tempatkan pada daerah potensial perizinan. 

b. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan di BKPP/Mall Pelayanan Publik 

Selain melayani di dalam gedung Dinas PMPTSP dan SMS, dalam upaya 

pendekatan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan perizinan, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa 

Barat juga membuka gerai Pelayanan Perizinan di 3 Wilayah BKPP. Namun 

seiring dengan penutupan Kantor BKPP di 3 Wilayah maka Gerai/Outlet 

Pelayanan Perizinan juga akan di non aktifkan mulai bulan April 2019. Sebagai 

penganti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat akan membuka outlet pelayanan di Mall Pelayanan Publik 

Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat ini, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat nota kesepahaman dengan 

Dinas PMPTSP Kab. Sumedang, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Cimahi 

tekait pembukaan outlet pelayanan di Mall Pelayanan Publik. 

 
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.   
 

2.3.1 Kinerja Penanaman Modal 

 

Berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi Indonesia pada tahun 

2017 mencapai Rp. 692,8 triliun atau tumbuh sebesar 13,1 persen 

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 612,8 triliun.Realisasi 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp. 262,3 triliun atau 

tumbuh sebesar 21,3 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 216,2 

trilun, sementara realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp. 
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429,0 triliun atau tumbuh sebesar 8,5 persen dibandingkan tahun 2016 

sebesar Rp. 396,6 triliun. 

 Dilihat secara nasional realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2017 

menempati peringkat ke 2 setelah DKI Jakarta dengan jumlah sebesar Rp. 

107,1 triliun naik dari tahun 2016 sebesar Rp. 105,3 triliun. Realisasi nilai PMA 

dan PMDN Jawa Barat tahun 2017 masing-masing sebesar US$5,1 M dan 

Rp. 38,4 triliun.  

Secara umum, kinerja investasi Jawa Barat selalu mengalami 

kenaikan. Realisasi investasi Januari – Desember 2017 yang telah 

direalisasikan oleh para investor di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

mencapai Rp. 162,7 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 

297.786 orang serta jumlah proyek sebanyak 36.791 proyek. Rincian realisasi 

investasi dimaksud terdiri dari Rp.107,1 yang merupakan realisasi investasi 

proyek wajib LKPM (SPIPISE) dan Rp. 55,7 triliun yang merupakan realisasi 

investasi proyek non LKPM (Non SPIPISE), dengan jumlah penyerapan 

tenaga kerja sebanyak 193.547 orang untuk proyek wajib LKPM dan 104.239 

orang untuk proyek non LKPM, serta jumlah proyek sebanyak 8.912 proyek 

wajib LKPM dan 27.879 non LKPM.  

 

Grafik 2.1 

Realisasi Investasi Indonesia Berdasarkan Lokasi Tahun 2017 

 

Sumber: Data BKPM Tahun 2017, diolah 

16%

15%

10%

8%7%

44%

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur

Banten Jawa Tengah Lainnya
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Grafik 2.2 

Realisasi Investasi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017 

 

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang merupakan daerah 

dengan nilai realisasi investasi yang tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2017, 

hal ini disebabkan karena kedua kabupaten tersebut merupakan kawasan 

industri terbesar di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi menempati peringkat 

pertama dengan realisasi investasi terbesar di Jawa Barat mencapai Rp. 49,2 

triliun atau sebesar 30,24 persen dari total investasi di Jawa Barat, peringkat 

kedua dan ketiga dicapai oleh Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor 

dengan nilai realisasi investasi masing-masing sebesar Rp30,7 triliun (atau 

sekitar 18,85 persen dari total investasi) dan Rp. 9,2 triliun (atau sekitar 5,67 

persen dari total investasi) 

Tabel 2.8 
Peringkat Realisasi Investasi PMA/PMDN di Jawa Barat 

Tahun 2017 
 

 

 

 

No Kab./Kota Investasi (Rp.) Ratio % 

1 Kabupaten Bekasi    49.198.202.535.276 30,24 

2 
Kabupaten 
Karawang 

    
30.676.651.945.264 18,85 

3 Kabupaten Bogor     9.223.482.322.116 5,67 
4 Kota Bandung     9.123.680.545.473 5,61 
5 Kota Bogor 8.299.623.621.503 5,10 
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Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap selama tahun 2017 sebesar 

297.786 orang. Daerah yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja terbesar 

yaitu Kabupaten Bekasi sebanyak 104.487 orang atau sekitar 35,09 persen 

dari total tenaga kerja yang diserap. Sementara itu daerah di kawasan industri 

lainnya yaitu Kabupaten Karawang  dan Kabupaten Bogor masing-masing 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.393 orang dan sebanyak 20.942 

orang. 

Tabel 2.8 
Peringkat Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN 

di Jawa Barat Tahun 2017 
 
 
 

 

Dilihat berdasarkan sektornya, peringkat 5 (lima) besar sektor yang 

diminati oleh investor dalam merealisasikan kegiatan usaha/proyeknya yaitu 

sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi sebesar Rp. 45 triliun 

atau sekitar 28 persen dari total investasi, sektor lainnya yang diminati yaitu 

industri kendaraan bermotor dan alat transportasi dengan nilai investasi 

sebesar Rp. 15 triliun atau sekitar 10 persen dari total investasi. Sektor industri 

logam, mesin dan elektronika juga masih menjadi sektor unggulan yang 

diminati oleh investor dengan nilai investasi untuk tahun 2017 sebesar Rp. 

13,4 triliun atau sekitar 8 persen dari total investasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Kab./Kota Tenaga Kerja Ratio % 

1 Kabupaten Bekasi  104.487 35,09 
2 Kabupaten Karawang 40.393 13,75 
3 Kabupaten Bogor 20.942 7,03 
4 Kabupaten Sumedang 17.231 5,79 
5 Kabupaten Cirebon 17.015 5,71 
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Tabel 2.9 

Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor di Jawa Barat 

Tahun 2017 

 

No Sektor Investasi (Rp.) Ratio % 

1 Perdagangan dan Reparasi  45.645.394.683.514 28,05 
2 Industri kendaraan bermotor & 

alat transportasi lain  
15.676.153.611.453 9,63 

3 Industri Logam, Mesin & 
Elektronika  

13.405.248.366.769 8,24 

4 Perumahan, kawasan industtri & 
perkantoran 

12.859.557.503.623 7,90 

5 Jasa Lainnya 11.511.683.514 7,07 
 

2.3.2 Kinerja Layanan Perijinan 

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, sesuai dengan Pasal 5 terkait pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP berjumlah 197 jenis perizinan 

yang terdiri 127 jenis izin dan 70 jenis non izin. Namun jumlah izin dan non 

izin yang aktif dikelola sebesar 75 jenis izin dan 46 jenis non izin. 

Tabel 2.10 
Jenis Izin/Non Izin yang dikelola oleh Dinas PMPTSP Tahun 2018 dan 

Jumlah Perizinan sesuai Pergub Nomor 01 Tahun 2018 
 

NO SEKTOR 

JUMLAH PERIZINAN 

SESUAI PERGUB NO. 

01/2018 

JUMLAH PERIZINAN 

AKTIF (YANG DIKELOLA) 

IZIN NON IZIN IZIN NON IZIN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pendidikan 4 2  4 -  

2 Kesehatan 7 11  6 8  

3 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 4 1  2 1  

4 Perumahan dan Pemukiman - 2  - 8  

5 Sosial  1 3  1 2  

6 Tenaga Kerja 7 5  3 2  

7 Pertanahan 1 -  1 -  

8 Lingkungan Hidup 3 1  3 1  

9 Perhubungan 31 7  11 1  
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10 

Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah 3 -  2 -  

11 Penanaman Modal 3 -  - -  

12 Kebudayaan 1 -  - -  

13 Kelautan dan Perikanan 10 1  10 1  

14 Pariwisata 2 1  - -  

15 Pertanian 12 18  7 18  

16 Kehutanan 10 5  4 3  

17 

Energi dan Sumber Daya 

Mineral 24 1  19 - 

18 Perdagangan 2 3  - 1  

19 Perindustrian 2 -  - -  

20 Sumber Daya Air - - 2 - 

JUMLAH 127 70 75  46  

 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik maka 

perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah 

satu upaya pengukuran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah 

melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian IKM di Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui metode survei/wawancara 

terhadap para pemohon perizinan di Dinas PMPTSP baik pemohon di 3 (tiga) 

gerai layanan perizinan yang berada di Cirebon, Garut dan Bogor ataupun di 

gerai di Kantor Dinas PMPTSP di Jalan Windu No. 26 Bandung. 

Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey 

ini mengacu kepada standar penyusunan IKM sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Terdapat 10 unsur yang dinilai dalam survey ini antara lain meliputi : 

 U.1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan; 

 U.2. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan; 

 U.3. Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis 

        dengan waktu penyelesaian perizinan; 

U.4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan; 

U.5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang  

         Telah ditetapkan; 

U.6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan; 

  U.7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan; 
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  U.8. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan; 

  U.9. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam  

         Memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan; 

  U.10. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa  

            aman selama proses pelayanan. 

 

Berdasarkan penilaian dari 10 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) pelayanan perizinan pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 

2017 diperoleh nilai 77,67 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik”, artinya 

bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang 

diberikan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah BAIK. Nilai IKM Dinas 

PMPTSP tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun 

sebelumnya, dimana nilai IKM tahun 2016 sebesar 76,40 dan tahun 2015 

sebesar 77,06.  

Grafik 2.3 

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Tahun 2013 – 2017 

 

 

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Provinsi 

Jawa Barat adalah sebesar 77,2 atau dengan nilai mutu “B”. Oleh karena itu, 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas PMPTSP 
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Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya 

yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan. Adapun 

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan antara lain melalui Aplikasi 

SIMPATIK, pembaharuan ruang pelayanan (front office) dan memberikan 

pelayanan SMS 3 Jam. 

 

 

Tabel 2.11 

Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 

 

No. Unsur pelayanan Nilai Total 
Rata-rata 
Terbobot 

Kinerja unit 
pelayanan 

U1 Kesesuaian persyaratan 3,07 0,31 Baik 

U2 Kemudahan prosedur 3,00 0,30 Baik 

U3 Kesesuaian waktu 2,588 0,26 Baik 

U4 Kewajaran biaya/tarif 3.62 0,36 Baik 

U5 Kesesuaian hasil pelayanan 3,08 0,31 Baik 

U6 Kompetensi/kemampuan petugas 3,11 0,31 Baik 

U7 
Kesopanan dan keramahan 
petugas 

3,28 0,33 Baik 

U8 
Ketersediaan dan penanganan 
pengaduan 

2,84 0,28 Baik 

U9 
Ketersedian dan efektifitas 
peralatan yang digunakan 

3,21 0,32 Baik 

U10 Kondisi bangunan dan lingkungan 3,26 0,33 Baik 

 Nilai Indeks Pelayanan 3,11 

   Nilai IKM 77,67 

 Nilai Mutu Pelayanan B 

 Kategori Kinerja Pelayanan Baik 
Sumber :  Diolah Bidang Datin Dinas PMPT Prov. Jawa Barat, 2017 

 

Unsur pelayanan yang mencapai nilai IKM tertinggi adalah unsur 

Kesopanan dan Keramahan Petugas, sedangkan unsur dengan capaian nilai 

IKM terendah adalah Kesesuaian Waktu. Adapun untuk penilaian IKM 

terhadap kinerja Gerai Layanan Perizinan, berdasarkan hasil pengukuran 

dapat diketahui nilai IKM pada setiap Gerai Layanan Perizinan. Capaian 

kinerja unsur pelayanan tertinggi diraih Gerai Bogor dengan nilai IKM Unit 

Pelayanan 79,13 dengan kategori BAIK. Secara berturut-turut diikuti oleh 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

 

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (Dinas 

PMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan 

Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui 

pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan 

Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, 

pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas 

PMPTSP) sebagai pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

(BPMPT) Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya telah mengintegrasikan  

BKPPMD dengan BPPT, dimana kedudukan Dinas PMPTSP adalah unsur 

pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan. 

  Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan  

perizinan yang profesional, perlu membaca peraturan perundangan yang terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, antara lain: 

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya 

terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 

2011, yang meliputi : 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama 

Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman 

Modal  5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  6). Pengelolaan 

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, 

Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal; 
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2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jo. Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010  tentang pelayanan Publik, 

dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-

kurangnya meliputi: 1) Pelaksanaan pelayanan, 2) Pengelolaan pengaduan 

masyarakat, 3) Pengelolaan informasi, 4) Pengawasan  Internal, 5) 

Penyuluhan kepada masyarakat dan 6) Pelayanan konsultasi; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu jo. Peraturan Gubernur No. 

92 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 7 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal jo Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2014 tentang Juklak 

Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu,  

jenis pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang menjadi kewenangan Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 214 jenis perizinan, terdiri  dari 

izin sebanyak 186 jenis izin dan 28 jenis non  izin,  yang sebelumnya berjumlah 

232 jenis perizinan.  

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan 

berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan 

Berusaha terintegrasi secara elektronik. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden telah 

menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 
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Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin 

Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. Sementara pemohon Perizinan 

Berusaha terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha non 

perseorangan. 

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan 

perundangan dan kedudukan Dinas PMPTSP sebagai unsur pelayanan 

masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP provinsi Jawa Barat, telah 

teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai berikut: 
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TABEL 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Belum terciptanya investasi yang berkualitas 

dan berkelanjutan di Jawa Barat  

1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA & 

PMDN di Jawa Barat 
1. Belum optimalnya promosi investasi di Jawa Barat 

    

2. Belum optimalnya perusahaan PMA & 

PMDN dalam menyampaikan LKPM 
2. Belum optimalnya pembinaan  

  

3. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan 

daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat  

terkait penanaman modal 

4. Potensi dan peluang investasi di Jawa barat yang 

belum siap untuk ditawarkan (ready to offer) 

5. Belum terfasilitasinya investor yang akan 

berinvestasi di Jawa Barat 

2 
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan perizinan belum sesuai target 

1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang 

belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

1. Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan 

jadwal tim teknis 

    

2. Terbitnya PP 24 Tahun 2018 terkait OSS 
2. Belum terbitnya semua NSPK dari K/L yang 

mengacu kepada OSS 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam 

mendorong pelayanan perizinan 
3. Belum optimalnya monitoring proses  penerbitan 

perizinan 

4. Saran mobilitas untuk visitasi lapangan yang 

terbatas 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

   Daerah Terpilih 

  

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Visi pembangunan 

jangka menengah Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara 

Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 

2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut : 

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditunjuk untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun 

batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat 

berdaya saing dan mandiri. 

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah 

didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, 

kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. 

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan 

pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk 

memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan 

tantangan pembangunan. 

 Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka 

ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018 – 2023, yaitu : 

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan 

Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban 

Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan 

Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif 

Misi 3 :  Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan 

Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui 

Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah 
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Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat 

yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi 

dengan Pusat – Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan 

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan 

Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

 Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan 

pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa 

bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, 

meliputi: 

Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif - Kolaboratif 

 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan kembali 

dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 

(empat) “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya 

Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi” melalui sasaran “Meningkatnya 

Kualitas Iklim Usaha dan Investasi” dengan indikator kinerja tujuan/sasaran 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Strategi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah. 

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki dua isu strategis 

dalam peningkatan investasi daerah yaitu menciptakan investasi yang berkualitas 

dan berkelanjutan di Jawa Barat dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan perizinan. Namun dalam menciptakan investasi yang 

berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat masih terdapat beberapa faktor 

penghambat seperti belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa 

Barat dan belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN yang menyampaikan 

LKPM. Selain itu dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat juga masih 

terdapat faktor penghambat antara lain ketepatan waktu penerbitan perizinan yang 
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belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan, terbitnya PP N0. 24 Tahun 2018 dan 

keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan. 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan 

langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada  Dinas Penanaman Modal dan  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan yang mempengaruhi 

terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat 

menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.2 

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan  

 Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

PMPTSP Prov. Jawa 

Barat 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 BKPM-RI (2015-2019) 

Misi 2. Mewujudkan 

Bangsa yang Berdaya 

Saing. 

   

 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

penanaman modal 

yang berorientasi 

pada peningkatan 

daya saing. 

 BKPM menetapkan 

Dinas PMPTSP 

Jabar masuk 

kualifikasi Bintang 3 

berdasarkan 

penilaian PT. 

Surveyor Indonesia 

Th. 2010.  

 Dalam implementasi 

Pelayanan Perizinan 

Investasi secara 

teknis masih 

terkendala belum 

optimalnya SPIPISE 

yang dikelola BKPM 

di Jakarta. 

(kementerian/L yang 

mempunyai 

pelayanan perijinan 

blm sesuai dengan 

Perka 14 th 2017  

 Dalam Implementasi 

pelayanan perijinan 

yang terintegrasi 

secara elektronik 

 Dinas PMPTSP 

belum dapat 

mencapai  durasi 

waktu proses 

sesuai ketentuan 

Perka BKPM No.14 

Tahun 2017  

 

 Dinas PMTSP  
belum optimal 
dalam pelayanan 
perijinan Sesuai PP 
nomor 24 tahun 
2018 pasal 107 

 Sistem 
perizinan Online 
Single 
Submission (OSS) 
belum bisa 
tersambung 
dengan sistem 
perizinan satu 
pintu di daerah 

 Komitmen yang 
tidak dapat 

 Sebagian Aparatur 

Dinas PMPTSP 

telah mengikuti 

Diklat PTSP dan 

SPIPISE yg 

diselenggara-kan 

BKPM. 

 

 Dukungan 

Pendampingan 

Pengoperasian 

SPIPISE oleh 

BKPM berjalan 

sampai sekarang. 

 Dukungan 
pendampingan 
pengoperasian 
aplikasi OSS  

 Usulan 
Penyempurnaan 
aplikasi OSS 

 Usulan K/L segera 
menerbitkan 
NSPK sebagai 
peraturan 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

PMPTSP Prov. Jawa 

Barat 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(Online Single 

submission) 

diselesaikan di 
PTSP Kab/Kota 
 

pelaksanaan PP 
24 Th 2018 di 
masing masing 
sektor. 

2 DEPUTI PELAYANAN 

PUBLIK KEMENPAN & 

RB. (IKU): 

   

 

 Jumlah unit 

pelayanan yang 

melaksanakan 

pelayanan yg 

berstandar pada  

peraturan yang 

berlaku.  

Penyiapan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Layanan belum Optimal 

Terbatasnya anggaran 

Dinas PMPTSP. 

 Sesuai  Permenpan 

&RB Nomor 

36/2012 ttg Standar 

Pelayanan 

  Depdagri No. 500/ 

1191/V/Bangda ttg 

Penyempurnaan 

Pedoman Nasional 

PPTSP 

 

 Jumlah unit 
pelayanan yang 
melaksanakan 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Frekuensi dan Capaian 

Hasil Survey IKM masih 

terbatas dan perlu 

ditingkatkan. 

Terbatasnya anggaran 

Dinas PMPTSP 

Permenpan & RB  

No.16 Thn 2014 

 

Guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terhadap sasaran 

Renstra pada Kabupaten/Kota yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat 

ditinjau dari sasaran Jangka menengah dapat terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  berdasarkan 
Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
 

No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD 

Kabupaten/kota 

Permasalahan  
Pelayanan Dinas 

PMPTSP 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 DPMPTSP  KOTA TASIKMALAYA    

 Misi 1: 

Mewujudkan pelayanan prima yang cepat, 
mudah, transparan dan akuntabel 
Misi 2: 

Mewujudkan sumber daya aparatur 
pelayanan berkualitas dan profesional 
 

 Masih belum 
terintegrasi-nya 
informasi 
Potensi 
Penanaman 
Modal dan 

 Anggaran 
Terbatas 

 Kebutuhan 
SDM belum 
terpenuhi. 
 

 Telah 
dibentuknya 
Forum PTSP 
di Jawa 
Barat.  Dan 
Kepala 
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No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD 

Kabupaten/kota 

Permasalahan  
Pelayanan Dinas 

PMPTSP 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Misi 3: 

Meningkatkan sistem informasi manajemen 
pelayanan yang berbasis E-Goverment 

Proses 
Perizinan yang 
diterbitkan 
Kab/Kota 
terkait 
Perizinan 
Paralel dan 
menjadi 
persyaratan 
perizinan 
kewenangan 
Provinsi.  

 Belum dapat 
dilaksanakanny
a pembinaan 
Pelaksanaan 
PM dan 
perizinan 
Kab/Kota yang 
menjadi 
Tupoksi Dinas 
PMPTSP, sbg 
bahan 
kebijakan 
Pemprov Jabar. 

 Belum adanya 
koneksifitas 
sistem 
informasi 
pengelolaan 
PM dan 
perizinan 
dengan PTSP 
Kab/Kota. 

 Sarpras 
Pendukung 
Pelayanan 
Belum 
Maksimal. 

Dinas 
PMPTSP 
Jabar 
sebagai 
Ketua, yang 
mengacu SE 
Depdagri 
No.500/1191
/V/Bangda/2
009. 

 Adanya  
sistem 
aplikasi 
perizinan 
baru dari 
Kemeninfo 
yang 
nantinya 
diharapkan 
dapat 
dikembang
kan 
menjadi 
sistem 
informasi 
pengelolaa
n perizinan 
dengan 
PTSP 
Kab/Kota 
dan 
menjadi 
Subsistem 
atau 
Interface 
dengan  
SPIPISE 
yang 
dikelola 
BKPM. 

2 DPMPTSP KABUPATEN KARAWANG 

 Misi 1: 

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif 
Misi 2: 

Meningkatkan promosi dan kerjasama 
investasi 
Misi 3: 

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 
yang profesional 

3 DPMPTSP KABUPATEN MAJALENGKA 

 Misi 1: 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang profesional dan amanah 
Misi 2: 

Meningkatkan pelayanan yang cepat, efektif, 
responsif, inovatif dan akurat 
Misi 3: 

Mengembangkan sarana dan prasarana 
pelayanan berbasis Teknologi 
Misi 4: 

Meningkatkan aksebilitas masyarakat dalam 
pelayanan perizinan 
Misi 5: 

Pengakselerasian promosi dan investasi 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
       Hidup Strategis 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RTRW Provinsi Jawa Barat yang terbagi 

atas 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu: 

- WP Bodebekpunjur;  

- WP Purwasuka;  

- WP Ciayumajakuning;  
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- WP Priangan Timur-Pangandaran;  

- WP Sukabumi dan;  

- WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.  

 

 

Tabel 3.4 

Tabel Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 

 
No Rencana 

Wilayah 

Pengembangan 

Struktur Tata 

Ruang Saat Ini 

Indikasi 

Penempatan Ruang 

pada 2019-2023 

Pengaruh Rencana 
Strategis Terhadap 
Kebutuhan 
Pelayanan Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar  
 

Arah Pengembangan  

1 WP 
Bodebekpunjur 
(Kota Bogor, 
Kabupaten 
Bogor, Kota 
Bekasi, 
Kabupaten 
Bekasi, Kota 
Depok dan 
sebagian wilayah 
di Kabupaten 
Cianjur;) 

WP 

Bodebekpunjur; 

Industri 

manufaktur, 

pertanian, 

pariwisata 

 Penyusunan 

Peta 

Peluang/Potensi 

Investasi dan 

kebutuhan 

infrastruktur 

 Pengembangan 

potensi 

investasi daerah 

sesuai dengan 

sektor unggulan 

dan mendorong 

daerah untuk 

meningkatkan 

kesiapan dalam 

menarik 

investasi. 

 Mendorong 

penanaman 

modal pada 

sektor-sektor 

prioritas 

 Mendorong 

pengembangan 

investasi sektor 

manufaktur 

dengan 

mengedepankan 

keseimbangan 

sebaran 

investasi di 

Kawasan 

Industri dan Non 

Kawasan 

Industri  

 Diperlukan 

tambahan  sarana 

prasarana dan 

anggaran serta 

peningkatan 

kualitas SDM 

sesuai Tupoksi 

Dinas PMPTSP  

Provinsi Jawa 

Barat 

 Kegiatan ekonomi 

diarahkan pada 

peningkatan produksi 

dan distribusi pangan 

 Sektor Unggulan: 

Pariwisata, industri 

manufaktur, perikanan; 

perdagangan, jasa, 

pertambangan, 

agribisnis, agrowisata 

2 WP Purwasuka 
(Kabupaten 
Purwakarta, 
Kabupaten 
Subang, dan 

Kabupaten 

Karawang 

WP Purwasuka; 

Industri 

Manufaktur, 

Pertanian 

Sektor  unggulan  yang  

dapat  dikembangkan  di  

WP  ini  adalah  pertanian, 

perkebunan, kehutanan, 

peternakan,  perikanan,  

bisnis kelautan, industri 

pengolahan, pariwisata, dan 

pertambangan. Terkait 

dengan sektor unggulan 

pertanian yang dimiliki, 

pengembangan ekonomi 

diarahkan pada 

peningkatan produksi dan 

distribusi pangan. 

Pengembangan kawasan 

diarahkan untuk 

mewujudkan kawasan 

unggul industri pengolahan 

dengan tetap 

mempertahankan kegiatan 

pertanian  tanaman  

pangan, perkebunan, dan 

perikanan darat pada 

kawasan yang berkembang. 

Untuk kawasan pesisir 

pengembangannya 

diarahkan pada bisnis 

kelautan yang berdaya 
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 Mendorong 

pengembangan 

industri yang 

dapat 

menghasilkan 

bahan baku atau 

barang modal 

sederhana 

 

 Promosi 

investasi di 

daerah, untuk 

mendorong 

investor 

awareness and 

willingness 

 Pembinaan 

kemitraan antara 

PMA dengan 

UKM di daerah. 

 Pengembangan 

mekanisme 

promosi 

investasi yang 

lebih efektif 

meliputi 

penyelarasan 

kegiatan 

promosi 

Tourism, Trade, 

and Investment 

(TTI) 

 

 Pengembangan 

investasi lokal, 

terutama melalui 

investasi antar 

wilayah yang 

dapat 

mendorong 

pengembangan 

ekonomi daerah 

 

 

saing tinggi dan berorientasi 

ekspor. 

 

3 WP 
Ciayumajakuning 
(Kabupaten 
Cirebon, Kota 
Cirebon, 
Kabupaten 
Indramayu, 
Kabupaten 
Majalengka, 
Kabupaten 
Kuningan, dan 
sebagian wilayah 

di Kabupaten 

Sumedang) 

 

WP 

Ciayumajakuning; 

Bandara Kertajati 

 Kegiatan ekonomi diarahkan 

pada pengembangan 

kegiatan yang dapat 

mendorong peningkatan 

produksi dan distribusi 

pangan yaitu padi, jagung, 

kedelai dan protein hewani, 

peningkatan investasi, 

pengembangan 

sumberdaya alam serta 

perdagangan dan jasa. WP 

Ciayumajakuning diarahkan 

sebagai pusat  

pengembangan  agribisnis 

potensial.   

 

 

Sektor unggulan yang dapat 

dikembangkan di WP ini 

adalah agribisnis, 

agroindustri, perikanan, 

pertambangan, dan 

pariwisata. 

 

4 WP Priangan 
Timur-
Pangandaran 
(Kabupaten 
Garut, 
Kabupaten 
Tasikmalaya, 
Kota 
Tasikmalaya, 
Kabupaten 
Ciamis, dan 
Kota Banjar) 

WP Priatim-

Pangandaran; 

Wisata 

Pengembangan kegiatan 

ekonomi diarahkan pada 

mewujudkan kawasan 

Priangan Timur sebagai 

kawasan sentra bisnis 

dengan memberdayakan  

masyarakat dalam 

meningkatkan produktivitas 

pada pertanian, 

perkebunan, perikanan 

tangkap, pariwisata, dan 

industri pengolahan yang 

mampu  mengoptimalkan  

sumberdaya  alam  dengan 

menerapkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

untuk menjamin 

peningkatan kesejahteraan 

pelaku ekonomi dengan 

tanpa merusak dan 

mencemari lingkungan dan 

nilai-nilai budaya setempat. 

Sektor unggulan yang 

dikembangkan terdiri dari 

pertanian, perkebunan, 

perikanan tangkap, 

pariwisata, industri 

pengolahan, industri 
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kerajinan, dan 

pertambangan mineral. 

 

5 WP Sukabumi 
(Kota Sukabumi, 
Kabupaten 
Sukabumi, dan 
sebagian 
wilayah di 

Kabupaten 

Cianjur) 

WP Sukabumi;  

Pariwisata 

 Kegiatan   ekonomi   

diarahkan   pada   

pengembangan   kegiatan   

yang   dapat mendorong 

peningkatan produksi dan 

distribusi pangan yaitu padi 

dan protein hewani.  

Sektor unggulan  yang  

difokuskan  dalam  

pengembangan  kawasan  

terdiri  dari  peternakan, 

pertanian, perkebunan, 

perikanan tangkap, 

pariwisata, industri 

pengolahan dan bisnis 

kelautan, serta 

pertambangan mineral. 

 

6 WP KK 
Cekungan 
Bandung (Kota 
Bandung, 
Kabupaten 
Bandung, 
Kabupaten 
Bandung Barat, 
Kota 
Cimahi dan 

sebagian wilayah 

di Kabupaten 

Sumedang) 

WP KK Cekungan 

Bandung; 

Kawasan 

Pendidikan 

 Kegiatan ekonomi di WP KK 

Cekungan Bandung 

diarahkan pada kegiatan 

yang mampu 

mengendalikan  

pencemaran  air,  udara,  

dan sampah.  Dalam  hal  ini  

kegiatan ekonomi utama 

difokuskan pada 

perdagangan dan jasa 

sebagai kegiatan unggulan 

untuk kawasan perkotaan. 

Pengembangan  WP  KK  

Cekungan  Bandung  

diarahkan  sebagai  pusat  

pengembangan sumber 

daya manusia dalam rangka 

mendukung pengembangan  

sektor unggulan pertanian, 

hortikultura, industri non-

polutif, industri kreatif, 

perdagangan, jasa, 

pariwisata, dan perkebunan, 

dengan  meningkatkan  

manajemen  pembangunan  

yang  berkarakter lintas 

kabupaten/kota yang secara 

kolektif berbagi peran 

membangun dan 

mempercepat perwujudan 

Pusah Kegiatan Nasional 

Bandung Raya. 
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Tabel 3.5 

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPSTP Provinsi Jawa Barat berdasarkan 

Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

 
No. Hasil KLHS terkait Tugas dan 

Fungsi OPD 

Permasalahan Pelayanan 

OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Lebih selektif dalam memilih 

investasi yang akan ditanamkan 

di Jawa Barat agar tidak 

mengurangi kapasitas daya 

dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup untuk 

pembangunan 

Banyaknya investasi di 

Jawa Barat di sektor 

industri manufaktur yang 

akan mengurangi kapasitas 

daya dukung dan daya 

tamping lingkungan 

Untuk mencapai 

realisasi investasi 

yang tinggi industri 

manufaktur masih 

merupakan andalan 

Keinginan pemerintah 

provinsi dan kab/kota untuk 

lebih memprioritaskan 

investasi di bidang 

pertanian, peternakan dan 

perikanan serta agro 

industri 

2 Lebih hati-hati dalam 
menawarkan jenis peluang 
investasi di bidang industri 
kepada investor  

Pembangunan terutama di 
sektor industri mempunyai 
dampak dan resiko yang 
cukup merugikan bagi 
lingkungan hidup  

Untuk mencapai 
realisasi investasi 
yang tinggi industri 
manufaktur masih 
merupakan 
andalan  

Banyak potensi yang 
dimiliki Jawa Barat di sektor 
primer yaitu : pertanian, 
peternakan, perikanan dan 
perkebunan yang tidak 
merugikan bagi lingkungan 
hidup  

3 Potensi investasi yang 
ditawarkan kepada investor 
haruslah yang dapat 
meningkatkan kinerja 
layanan/jasa ekosistem  

Kinerja layanan/jasa 
ekosistem pada saat ini 
sudah sangat menurun 
jauh  

Banyaknya industri 
manufaktur yang 
menghasilkan 
limbah berbahaya 
bagi lingkungan  

Adanya regulasi baik di 
pusat maupun di daerah 
dalam pengendalian 
pencemaran  

 
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 
 

Dengan mengacu kepada hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka isu-isu 

strategis yang menjadi fokus dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2023 antara lain: 

1. Nilai Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan 

yang belum sesuai dengan target; 

2. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi 

PMDN; 

3. Gap yang tinggi antara minat investas dan realisasi investasi; 

4. Potensi/Peluang Investasi belum memiliki Feasibility Study (FS); 

5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan utuk menyerahkan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM); 

6. Investasi masih terpusat di wilayah bodebekkapur ( Bogor, Depok, Bekasi, 

Karawang dan Purwakarta); 

7. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis 

perizinan. 

8. Peningkatan investasi di pusat pertumbuhan segitiga emas rebana 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 TUJUAN 

   Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, tujuan diartikan sebagai 

suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahunan. Perumusan tujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi 

daerah. Dalam rangka pencapaian Misi ke empat Provinsi Jawa Barat yaitu 

“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera 

dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan 

Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan”. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi organisasi, antara lain: 

Tujuan  :  Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan  

Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) 

dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  

 

4.2 SASARAN 

   Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat . Dalam perumusan 

sasaran perlu memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan 

daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 

perlu ditetapkan indikator sasaran. Dengan memperhatikan sasaran yang telah 

ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018 -2023, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran yang 

hendak dicapai oleh organisasi dalam 2 (dua) sasaran, yaitu : 
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Sasaran pertama, 

    Meningkatnya Realisasi Investasi  

Indikator :  Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan   

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (harusnya lebih mikro dari 

tujuan) 

 

Sasaran Kedua, 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan 

Publik 

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan 
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TABEL 4.1 

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Meningkatnya 

Investasi yang 

Berkualitas dan 

Berkelanjutan   

Laju Pertumbuhan 

PMA & PMDN Persen 3 3 3 3 3 

2   

Meningkatnya 

Realisasi Investasi 

Nilai Realisasi 

Investasi 

Triliun 

Rupiah 

107,00 - 

115,06 

112,27-

120,27 

117,48-

125,48 

122,69-

130,69 

127,90-

135,90 

3   

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan 

sesuai Standar 

Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Layanan Perizinan Poin 78 79 80 81 82 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian 

tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan  

pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting 

dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan 

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan 

serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi 

diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional 

dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan 

strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 

dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

 Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha 

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan 

kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai 

tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman 

untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah 

kebijakan dalam melakasanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi 

kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.  

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2018 – 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

dalam lima tahun kedepan yaitu “Meningkatnya Investasi yang Berkualitas dan 

Berkelanjutan” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain Meningkatnya Realisasi 

Investasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan 

Publik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk 

lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel T-C.26.
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TABEL 5.1 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

PROVINSI JAWA BARAT 

VISI : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi 

MISI 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

Meningkatnya Investasi 

yang Berkualitas dan 

Berkelanjutan 

1. Meningkatnya Realisasi 

Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi 1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data 

potensi investasi dan pengolahan informasi peluang 

investasi 

2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat 2. Menciptakan  sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan dengan pusat dan daerah 

3. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi 

investasi 

3. Memperluas penyebaran informasi potensi, 

promosi, peluang investasi dan prosedur 

pelaksanaan penanaman modal di Jawa Barat 

melalui berbagai media 

4. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif 

dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman 

modal 

4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, 

inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian 

permasalahan pelaksanaan penanaman modal 

5. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi 

kewajibannya melaporkan LKPM 

5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

Perusahaan PMA & PMDN 

2. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan sesuai 

Standar Pelayanan Publik 
1. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan 

pengelolaan izin-izin strategis 

1. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi 

prosedur dan pengembangan proses perizinan 

secara paralel 
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VISI : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi 

MISI 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

2. Menerapkan pola online system dalam memberikan 

pelayanan perizinan 

2. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

3. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis 

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat 

Daerah tekait 

4. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP 

4. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan 

standar kompetensi dan peningkatan kapasitas  

5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 

5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Perizinan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1 RENCANA PROGRAM DINAS PMPTSP TAHUN 2019 

 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi 

(Permendagri No. 86 Tahun 2017). Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 

maka program dan indikator program yang akan dilaksanakan tahun 2019 yaitu: 

1. Program Peningkatan Investasi Daerah 

Indikator Program : 1)  Jumlah Perusahaan PMA – PMDN yang Patuh 

Terhadap Kewajiban LKPM, 2) Jumlah Calon Potensial Investor 

2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program : 1) Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu, 2) 

Persentase Penyelesaian Permasalahan Perizinan 

3. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan 

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program : Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

4. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Indikator Program : Persentase Kebutuhan Dasar Kantor dan Kesejahteraan 

Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program : Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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6.1.1 RENCANA PROGRAM DINAS PMPTSP TAHUN 2020 – 2023 

 Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 – 2023 terdiri dari 9 (sembilan) program dengan 

13 (tiga belas) indikator program, antara lain: 

1. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal 

Indikator Program: Laju Minat Investasi di Jawa Barat 

2. Program Pengendalian Penanaman Modal 

Indikator Program: Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal 

3. Program Penataan Regulasi PMPTSP 

Indikator Program: Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan Pelayanan 

Perizinan 

4. Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam Yang Tepat Waktu 

5. Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Infrastruktur dan 

Sosial Yang Tepat waktu 

6. Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan 

Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perizinan 

7. Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program: Persentase Data dan Informasi yang Valid 

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

9. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Program: (a) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (b) Persentase 

Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (c) Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan 

Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Persentase Perencanaan dan Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan 

Perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; (e) Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

6.2 RENCANA KEGIATAN DINAS PMPTSP TAHUN 2019 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang berupa aksi praktis 

dalam menopang pencapaian program. Kegiatan tahun 2019 yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Barat, antara lain: 

 

A. Program Peningkatan Investasi Daerah 

1) Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan 

Media Sosial 

2) Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

3) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

4) Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi 

PMPTSP 

5) Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP 

6) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha 

PMPTSP 

7) Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP 

8) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi dan Peluang Investasi yang 

Diminati Investor 

9) Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik (“Business Corner 

Talkshow”) 

10)  Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Investment Marketplace 

11)  Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing dan e-Newsletter 

12)  Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat 
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13)  Penangangan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi  

Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat 

14)  Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan 

PMA/PMDN di Jawa Barat 

15)  Pemantauan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi 

Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat 

16)  Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

 

B. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Pembuatan Bahan/Cetakan Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

2) Pelaksanaan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan 

Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial 

3) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Gerai dan Layanan Keliling (Site 

Mobile Service) 

4) Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan 

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

5) Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam 

6) Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral 

7) Monitoring Proses Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral 

8) Penanganan Proses Permasalahan Perizinan 

9) Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi 

Lainnya 

10)  Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi 

11)  Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan 

12)  Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan 

Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK 

13)  Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat 

14)  Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 

15)  Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan 

16)  Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan 
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C. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta 

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

1) Forum Perangkat Daerah 

2) Kegiatan Forum Perencanaan Tingkat Daerah 

3) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP 

4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020 

5) Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ) 

6) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

7) Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP 

8) Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi 

9) Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan 

 

D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor 

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta 

Peralatannya 

3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

4) Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas 

5) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor 

6) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga 

serta Pakaian Aparatur 

7) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur 

8) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non 

Pegawai 

9) Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas 

PMPTSP 

10)  Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 
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E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 

PMPTSP 

 

6.2.1 RENCANA KEGIATAN DINAS PMPTSP TAHUN 2020 – 2023 

 Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 – 2023, antara lain : 

A. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal 

1) Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat 

2) Kegiatan Promosi Melalui Media Digital 

3) Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik  

4) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha Pmptsp 

5) Penyusunan Peta Investasi Daerah 

6) Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Pmptsp 

7) Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP 

8) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal 

9) Fasilitasi Penanaman Modal 

10)  Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM 

11)  Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati 

Investor 

12)  Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta Fasilitasi Dunia 

Usaha Terkait Penanaman Modal  

13) Pengelolaan Investment Lounge 

14)  Penyusunan Data Pelaku Usaha 

15)  Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat 

16)  Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak 

17)  Kegiatan Lomba Penulisan dan Foto Potensi dan Peluang Investasi di 

Jawa Barat 

18)  Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di Jawa Barat 

19)  Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di Jawa Barat 
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B. Program Pengendalian Penanaman Modal 

1) Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal PMA/PMDN 

2) Kegiatan Workshop/Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal 

3) Kegiatan Penilaian Perusahaan PMA dan PMDN Juara Investasi se Jawa 

Barat 

4) Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/Pengawasan 

 

C. Program Penataan Regulasi PMPTSP 

1) Penyusunan kajian permasalahan pengembangan penanaman modal dan 

PTSP 

2) Penyusunan kajian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan 

provinsi 

3) Kegiatan penyusunan regulasi PMPTSP 

4) Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP di Jawa Barat 

5) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan, Standar 

Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan Tim Teknis 

6) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

7) Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8) Pembuatan Bahan Layanan Informasi PTSP 

 

D. Program Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

1) Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang 

ESDA 

2) Rapat Teknis Administrasi Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam 

3) Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu 

(PeDeKaTe) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

 

E. Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial 

1) Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang 

INSOS 

2) Rapat Teknis Administrasi Perizinan Bidang INSOS 

3) Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu 

(PeDeKaTe) Bidang Infrastruktur dan Sosial 
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F. Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan 

1) Kegiatan Penilaian PTSP Kabupaten dan Kota Juara Yanlik se Jawa Barat 

2) Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berdasarkan OSS 

3) Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen Berdasrkan OSS 

4) Kegiatan Pemantauan Perizinan Tanpa OSS/Sektoral 

5) Kegiatan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Hasil Pengawasan 

6) Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis Perizinan Jawa Barat 

7) Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi 

8) Kegiatan Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi 

9) Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral 

10) Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman 

Modal (Task Force) 

11)  Kegiatan Penanangan Objek Berusaha Yang Tidak Berizin 

 

G. Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

2) Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan 

3) Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan 

4) Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan 

Perizinan pada Aplikasi SIMPATIK 

5) Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan 

6) Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi 

7) Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya 

8) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM 

9) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP 

10)  Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan DPMPTSP 

11)  Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
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H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP 

2) Pengadan Sarana dan Prasarana West Java Invesment Center 

3) Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik 

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik 

5) Pengadan Bis Layanan Keliling 

6) Pengadaan Mobil Operasional Visitasi Lapangan Pelayanan Perizinan dan 

Pengawasan 

7) Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik 

8) Mobil Layanan Keliling/Layanan PDKT (SMS) 

 

I. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi 

2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur 

3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta 

Pakaian Aparatur 

4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 

5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai 

6) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor 

8) Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center 

9) Kegiatan Pemeliharaan Pelayanan Publik 

10) Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling 

11)  Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan 

12)  Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang Back Office dan 

Front Office 

13)  Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas 

14)  Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta 

Peralatannya 

15)  Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra 

Musrenbang, Musrenbang) 

16)  Forum Perangkat Daerah 
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17)  Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

18)  Kegiayan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP 2018-2023 

19)  Kegiatan Revisi RENSTRA 2018-2023 

20)  Kegiatan Penyusunan RENSTRA 2024-2029 

21)  Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

22)  Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ) 

23)  Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP 

24)  Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP 

 

6.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2019 

 Indikator kinerja atau indikator kegiatan merupakan alat ukur terlaksananya 

suatu kegiatan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019, antara lain: 

A. Program Peningkatan Investasi Daerah 

Indikator Kinerja Program :  

1. Jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh terhadap kewajiban 

LKPM 

2. Jumlah calon potensial investor 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

  Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan 

      Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal  

Kelompok Sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN 

di   Jawa Barat 
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Indikator Kinerja  : Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan 

dan/atau Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan  

Penanaman Modal  

Kelompok Sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement 

ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial 

Indikator Kinerja  : Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan  

  Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja  : Jumlah Fasilitasi PMPTSP 

Kelompok Sasaran : Calon Investor 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman

      Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja  : Jumlah Sosialisasi Kebijakan PMPTSP 

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota dan Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan 

  Prasarana Promosi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana Promosi 

  PMPTSP 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Kegiatan Promosi Dalam/Luar Negeri 
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Kelompok Sasaran : Calon Investor 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan 

  Pemberdayaan Usaha PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Kegiatan Kerjasama dan Dokumen 

  MoU/Lol 

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Perda PMPTSP 

Kelompok Sasaran : DPMPTSP, Perangkat Daerah/Biro Terkait dan 

 DPRD 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang 

  Investasi yang Diminati Investor 

Indikator Kinerja  : Identifikasi Potensi Peluang Investasi yang 

  Diminati Investor 

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

11. Kegiatan   : Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik 

  (“Business Corner Talkshow”) 

Indikator Kinerja  : Jumlah Pelaksanaan Business Talkshow 

Kelompok Sasaran : Calon Investor 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

12. Kegiatan   :Kegiatan Pembangunan / Pengembangan 

Investment Marketplace                       

Indikator Kinerja  : Aplikasi Media Promosi Digital 

Kelompok Sasaran : Calon Investor 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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13. Kegiatan   : Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing 

  dan e-Newsletter 

Indikator Kinerja  : Tersebarnya Rich/Engagement Peluang Investasi 

  di Media Digital 

Kelompok Sasaran : Calon Investor 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

14. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang 

  Investasi di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat 

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

15. Kegiatan   : Penanganan Permasalahan Penanaman Modal 

  Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi Penanagan 

  Permasalahan Penanaman Modal Dalam Rangka 

  Realisasi Investasi 

Kelompok Sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

 

16. Kegiatan   : Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal 

    dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja  : Data Penanaman Modal dan PTSP 

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

B. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program : 

1. Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu 

2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Perizinan 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 
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1. Kegiatan   : Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim 

Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan   

Perizinan Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peninjauan Lapangan yang Dilaksanakan 

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin  

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang 

  Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Kinerja  : Jumlah Rapat yang Dilaksanakan 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Penyelenggaraan Layanan Perizinan Gerai dan 

  Layanan Keliling (Site Mobile Service) 

Indikator Kinerja  : Jumlah Layanan Perizinan Gerai dan Layanan 

  Keliling yang Dilaksanakan 

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Pembuatan Bahan/Data Cetakan Terkait 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Indikator Kinerja  : Jumlah Bahan/Data Cetakan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis  

Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber  

Daya Alam 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peninjauan Lapangan yang Dilaksanakan 

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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6. Kegiatan   : Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi 

  dan Sumber Daya Alam 

Indikator Kinerja  : Jumlah Rapat yang Dilaksanakan 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan 

  Ijin/Non Ijin Sektoral 

Indikator Kinerja  : Jumlah Objek Pemilik Izin yang Dilakukan 

  Pengawasan Ketentuan Sektoral 

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Monitoring Proses Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral 

Indikator Kinerja  : Jumlah Pemohon Perizinan/Komitmen yang 

  Dilakukan Pemantauan Proses Penerbitan 

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

 

9. Kegiatan   : Penanganan Proses Permasalahan Perizinan 

Indikator Kinerja  : Jumlah Fasilitasi Pengaduan yang Menjadi 

  Permasalahan Perizinan 

Kelompok Sasaran : Stakeholder dan Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan 

  Sistem Aplikasi Lainnya 

Indikator Kinerja  : Singkronisasi Data Terstruktur 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

11. Kegiatan   : Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem 

  Aplikasi 
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Indikator Kinerja  : Tingkat Keselarasan Aplikasi yang Di Replikasi 

Kelompok Sasaran : Dinas PMTPSP Prov. Jabar, Kab/Kota dan 

  Perangkat Daerah Terkait 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

12. Kegiatan   : Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan 

    Perizinan 

Indikator Kinerja  : Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Call 

  Center 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP, Stakeholder dan Pemohon Izin 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

13. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

  Penanaman Modal dan Perizinan pada Aplikasi   

  SIMPATIK 

Indikator Kinerja  : Modul Aplikasi Pelaporan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

 

14. Kegiatan   : Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey 

  Kepuasan Masyarakat 

Indikator Kinerja  : Aplikasi SKM 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

15. Kegiatan   : Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 

Indikator Kinerja  : Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

16. Kegiatan   : Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan 

Indikator Kinerja  : Sertifikat ISO Pelayanan Perizinan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 
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Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

17. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan 

Indikator Kinerja  : Data Arsip Digital 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

C. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta 

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program : 

1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas 

Penanaman 

    Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

 Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Forum Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja  : Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Forum Perencanaan Tingkat Daerah 

Indikator Kinerja  : Jumlah Forum Perencanaan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

  2020 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen Perencanaan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan 

  Pertanggung Jawaban (LKPJ) 
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Indikator Kinerja  : Penyelenggaraan Pameran LKPJ 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Masyarakat 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem 

  Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen yang Dihasilkan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen yang Dihasilkan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 

  Provinsi 

Indikator Kinerja  : Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah 

  Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar, Banten dan DKI 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan 

  Perizinan 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen Data Pelaporan Investasi dan 

  Perizinan 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program: 
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1. Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 

1. Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan 

 Gedung Kantor 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung 

  Kantor 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan 

  Kebersihan Beserta Peralatannya 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Tenaga Kemanan, Kebersihan serta 

  Peralatannya 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan 

  Dinas 

Indikator Kinerja  : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Renovasi Gedung Kantor 

Indikator Kinerja  : Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP 

Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar 

  Kantor 

Indikator Kinerja  : Pelaksanaan Rapat Internal dan Luar Kantor 

  Penyediaan Perjalanan Dinas 
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Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan 

  Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, 

Sarana 

 Olahraga dan Pakaian Dinas 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan 

  Bimtek Aparatur 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Diklat/Kursus Singkat/Bimtek 

  Aparatur 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan 

  Tenaga Kerja Non Pegawai 

Indikator Kinerja  : Tersedianya Kebutuhan Langganan Kantor 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9. Kegiatan   : Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan 

                                       Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat 

  dengan Predikat Minimal Memuaskan 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10. Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Barang Pakai Habis 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 
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Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program : 

1.  Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 

1. Kegiatan   : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

  Aparatur Dinas PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, 

  Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas 

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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TABEL 6.1 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

Meningkatnya 

Investasi 

Berkualitas 

Berkelanjutan 

     
Laju Pertumbuhan 

Investasi PMA - PMDN 
 3 Persen  3 Persen 37.397.953.375 

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

 
Meningkatnya 

Realisasi Investasi 
  Nilai Realisasi Investasi 

Rp 162,8 

Triliun 

Rp 107,00 – 

115,06 Triliun 
 

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

      Program Peningkatan Investasi Daerah 

Jumlah Perusahaan PMA-

PMDN yang Patuh 

Terhadap Kewajiban 

LKPM 

2800 

Perusahaan 

2800 

Perusahaan 
550.000.000    

      

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di 

Jawa Barat 

Jumlah Perusahaan yang 

Dilakukan Pengawasan 

Ketentuan Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

  100 Perusahaan 250.000.000 Bidang Pengendalian Seluruh Kab/Kota 

      

Pemantauan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi 

Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat 

Jumlah Perusahaan yang 

dilakukan pemantauan 

dan/atau pembinaan 

ketentuan pelaksanaan 

penanaman modal 

  200 Perusahaan 300.000.000 Bidang Pengendalian Seluruh Kab/Kota 

      Program Peningkatan Investasi Daerah 
Jumlah Calon Investor 

Potensial 
1150 Investor 1210 Investor 3.250.000.000    

      

Pembuatan/Produksi Audio Visual dan 

Placement ILM Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media 

Elektronik dan Media Sosial 

Jumlah Audio Visual dan 

Placement ILM PMPTSP 
  

1 Produk / 

Tayangan 
150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Kota Bandung 

      
Fasilitasi Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Jumlah Fasilitasi PMPTSP   15 Kali 100.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Seluruh Kab/Kota 

      

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Jumlah Sosialisasi 

Kebijakan PMPTSP 
  2 Kali 150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Seluruh Kab/Kota 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

      
Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana 

dan Prasarana Promosi PMPTSP 

Jumlah 

Bahan/Sarana/Prasarana 

Promosi PMPSTP 

  2 Paket 150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Kota Bandung 

      Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP 
Jumlah Kegiatan Promosi 

Dalam/Luar Negeri 
  1 Kegiatan 1.000.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Dalam dan Luar 

Negeri 

      
Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan 

Pemberdayaan Usaha PMPTSP 

Jumlah Kegiatan 

Kerjasama dan Dokumen  

MoU/LoI 

  
3 Dokumen 

MoU/Lol 
150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Dalam dan Luar 

Negeri 

      Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP Perda PMPTSP   1 Dokumen 600.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Kota Bandung 

      

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring 

Potensi Peluang Investasi yang Diminati 

Investor 

Identifikasi potensi 

peluang investasi yang 

diminati investor 

  27 Kab/Kota 100.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Jawa Barat 

      
Pelaksanaan Promosi melalui Media 

Elektronik ("Business Corner Talkshow") 

Jumlah Pelaksanaan 

Business Talkshow  
  

1 Media 

Elektronik 
100.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Kota Bandung, DKI 

Jakarta 

      
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan 

Investment Marketplace 

aplikasi media promosi 

digital 
  1 Aplikasi 250.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Jawa Barat 

      
Kegiatan Promosi Media Sosial, Email 

Marketing dan e-Newsletter 

tersebarnya 

rich/engagement peluang 

investasi di media digital 

  

1000 

Rich/Engageme

nt 

150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Jawa Barat 

      
Kegiatan Penyusunan Peta Pontensi 

Peluang Investasi di Jawa Barat 

Kajian prospektus investasi 

di Jawa Barat 
  1 Aplikasi 150.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Jawa Barat 

      

Penangan Permasalahan Penanaman 

Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di 

Jawa Barat 

Jumlah perusahaan yang 

difasilitasi penanganan 

permasalahan penanaman 

modal dalam rangka 

realisasi investasi 

  50 Perusahaan 200.000.000 Bidang Pengendalian Seluruh Kab/Kota 

 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan sesuai 

Standar Pelayanan 

Publik 

  

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Layanan Perizinan 

79,56 78  

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

      
Program Peningkatan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Presentase Penyelesain 

Izin yang Tepat Waktu 
40 Persen 40 Persen 1.800.000.000     



RENCANA STRATEGIS 2018-2023 

 

    Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat VI -  24 

 

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

      

Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Data penanaman modal 

dan PTSP 
  20 Sektor 150.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 

Kota Bandung, Luar 

Provinsi Jawa Barat 

      

Pelaksanaan Peninjauan Lapangan 

bersama Tim Teknis Pelayanan 

Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan 

Infrastruktur dan Sosial 

Jumlah peninjauan 

lapangan yang 

dilaksanakan 

  400 Kali 1.400.000.000 

Bidang Pelayanan 

Perizinan Infrastruktur 

dan Sosial 

Seluruh Kab/Kota 

      
Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan 

Bidang Infrastruktur dan Sosial 

Jumlah rapat yang 

dilaksanakan 
  700 Kali 100.000.000 

Bidang Pelayanan 

Perizinan Infrastruktur 

dan Sosial 

Kota Bandung 

      

Penyelenggaraan Layanan Perizinan 

Gerai dan Layanan Keliling (Site Mobile 

Service) 

jumlah layanan perizinan 

gerai dan layanan keliling 

yang dilaksanakan 

  12 Kali 150.000.000 

Bidang Pelayanan 

Perizinan Infrastruktur 

dan Sosial 

Kota Bandung, Kota 

Bogor, Kota 

Cirebon, Kab.Garut 

      
Program Peningkatan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Presentase Penyelesaian 

Permasalahan Perizinan 
75 Persen 91 Persen 4.150.000.000     

      

Pembuatan Bahan/Data Cetakan Terkait 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

pedoman dan acuan 

pelaksanaan Penanaman 

Modal dan PTSP 

  
2 Bahan 

Cetakan 
100.000.000 

Bidang 

Pengembangan dan 

Promosi 

Jawa Barat 

      

Peninjauan Lapangan bersama Tim 

Teknis Pelayanan Perizinan Bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

Jumlah peninjauan 

lapangan yang 

dilaksanakan 

  520 Kali 1.500.000.000 

Bidang Pelayanan 

Perizinan Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam 

Seluruh Kab/Kota 

      
Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Jumlah rapat yang 

dilaksanakan 
  1200 Kali 100.000.000 

Bidang Pelayanan 

Perizinan Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam 

Kota Bandung 

      
Pelaksanaan Pengawasan Pasca 

Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral 

Jumlah objek pemilik izin 

yang dilakukan 

pengawasan ketentuan 

sektoral 

  50 Objek Izin 150.000.000 Bidang Pengendalian Jawa Barat 

      
Monitoring Proses Penerbitan Ijin/Non 

Ijin Sektoral 

Jumlah pemohon  

perizinan /komitmen yang 

dilakukan pemantauan 

proses penerbitan 

  
50 Pemohon 

Izin 
100.000.000 Bidang Pengendalian Seluruh Kab/Kota 

      
Penanganan Proses Permasalahan 

Perizinan 

Jumlah fasilitasi 

pengaduan yang menjadi 

permasalahan perizinan 

  
100 

Permasalahan 
200.000.000 Bidang Pengendalian Seluruh Kab/Kota 

      
Kegiatan Pengembangan Integrasi Data 

dengan Sistem Aplikasi Lainnya 

Singkronisasi data 

terstruktur 
  1 Database 600.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

      
Kegiatan Forum Replikasi dan 

Monitoring Sistem Aplikasi 

Tingkat Keselarasan 

Aplikasi yang di replikasi   
  1 Kegiatan 100.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 

Kota Bandung, Luar 

Provinsi Jawa Barat 

      
Pengembangan Sistem Call Center 

Pelayanan Perizinan 

Informasi dan Pengaduan 

masyarakat melalui Call 

Center 

  2500 Orang 500.000.000 
Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 

      

Kegiatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Penanaman Modal dan 

Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK 

Modul Aplikasi Pelaporan   1 Aplikasi 100.000.000 
Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 

      
Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi 

Survey Kepuasan Masyarakat 
Aplikasi SKM   2 Aplikasi 100.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 

      Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 
Dokumen Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
  2 Dokumen 300.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 
Jawa Barat 

      
Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan 

Perizinan 

Sertifikat ISO Pelayanan 

Perijinan 
  1 Dokumen 200.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 

      
Kegiatan Pengembangan Tata Kelola 

Kearsipan 
Data arsip digital   8000 Data 100.000.000 

Bidang Data dan 

Informasi 
Kota Bandung 

      

Program Penyusunan Rencana, 

Pengendalian dan Evaluasi serta 

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Tingkat Kesesuaian 

Pelaporan Kinerja Dan 

Keuangan Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

100 Persen 100 Persen 1.275.000.000     

      Forum Perangkat Daerah 
Terselenggaranya Forum 

Perangkat Daerah 
  1 Kali 250.000.000 Sekretariat Jawa Barat 

      
Kegiatan Forum Perencanaan Tingkat 

Daerah 

Jumlah forum 

perencanaan 
  10 Kali 200.000.000 Sekretariat Jawa Barat 

      
Monitoring dan Evaluasi 

Program/Kegiatan Dinas PMPTSP 

Pelaksanaan Monitoring 

Program/ Kegiatan 
  1 Tahun 150.000.000 Sekretariat Seluruh Kab/Kota 

      
Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 2020 

Jumlah dokumen 

perencanaan 
  6 Dokumen 90.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Penyelenggaraan Pameran Laporan 

Kegiatab Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

Penyelenggaraan Pameran 

LKPJ 
  1 Kali 75.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      

Kegiatan Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Dokumen yang Dihasilkan   8 Dokumen 80.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Penatausahaan Keuangan dan Aset 

Dinas PMPTSP 
Dokumen yang Dihasilkan   1 Dokumen 80.000.000 Sekretariat Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

      
Musyawarah Koordinasi Teknis 

Kerjasama 3 Provinsi 

Terselenggaranya Kegiatan 

Musyawarah Koordinasi 

Teknis Kerjasama 3 

Provinsi 

  1 Kali 150.000.000 Sekretariat Jawa Barat 

      
Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan 

Investasi dan Perizinan 

Jumlah dokumen data 

pelaporan investasi dan 

perizinan 

  5 Dokumen 200.000.000 Sekretariat Jawa Barat 

      

Program Pendukung Administrasi 

Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Persentase Pegawai yang 

Terpenuhi Kebutuhan 

Kesejahteraan Sesuai 

Peraturan Perundang-

undangan Lingkup Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

70 Persen 70 Persen 24.795.000.000     

      
Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, 

Fasilitas dan Gedung Kantor 

Pemeliharaan Perabotan, 

Fasilitas dan Gedung 

Kantor 

  12 Bulan 4.250.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan 

dan Kebersihan Beserta Peralatannya 

Penyediaan Tenaga 

Keamanan, Kebersihan 

serta Peralatannya 

  12 Bulan 1.750.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas 

Jumlah Kendaraan Dinas 

yang Dipelihara 
  54 Kendaraan 420.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas 
Renovasi Gedung Kantor 

Dinas PMPTSP 
  1 Gedung 8.000.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan 

Luar Kantor 

Pelaksanaan Rapat 

Internal dan Luar Kantor 

Penyediaan Perjalanan 

Dinas 

  12 Bulan 3.200.000.000 Sekretariat Seluruh Kab/Kota 

      

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, 

Sarana dan Prasarana Olahraga serta 

Pakaian Aparatur 

Penyediaan Kegiatan dan 

Kebutuhan Rohani, Sarana 

Olahraga dan Pakaian 

Dinas 

  12 Bulan 1.000.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus 

Singkat dan Bimtek Aparatur 

Jumlah Peserta 

Diklat/Kursus 

Singkat/Bimtek Aparatur 

  150 Orang 425.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor 

dan Tenaga Kerja Non Pegawai 

Tersedianya Kebutuhan 

Langganan Kantor 
  12 Bulan 3.250.000.000 Sekretariat Kota Bandung 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran Program 

(outcome) dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan Tahun 2019 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Target Rp 

      
Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan 

Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP 

Jumlah Aparatur Dinas 

PMPTSP yang Lulus Diklat 

dengan Predikat Minimal 

Memuaskan 

  130 Orang 550.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      
Kegiatan Penyediaan Barang Habis 

Pakai Kantor 

Penyediaan barang pakai 

habis 
  12 Bulan 1.950.000.000 Sekretariat Kota Bandung 

      

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Tingkat Pemenuhan 

Sarana Prasarana Kerja 

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

100 Persen 100 Persen 1.577.953.375     

      
Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarna Aparatur Dinas PMPTSP 

Penyediaan Kegiatan dan 

Kebutuhan Rohani, Sarana 

Olahraga dan Pakaian 

Dinas 

  12 Bulan 1.577.953.375 Sekretariat Kota Bandung 
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6.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

     Tahun 2020 - 2023 

  Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas PMPTSP 

tahun 2020 – 2023 adalah sebagai berikut: 

 

A. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal 

Indikator Kinerja Program : Laju Minat Investasi di Jawa Barat 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi  

       di Jawa Barat 

  Indikator Kinerja  : Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Promosi Melalui Media Digital 

  Indikator Kinerja  : Jumlah Orang yang Terjangkau 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Promosi melalui Media Elektronik 

Indikator Kinerja  : Jumlah Orang yang Melihat/Mendengar 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan 

   Usaha PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Matchmaking 

  Kelompok Sasaran  : Pelaku Usaha 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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5. Kegiatan   : Penyusunan Peta Investasi Daerah 

Indikator Kinerja  : Peta Investasi Daerah yang Tersebar di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana 

   Promosi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana Promosi PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Pengunjung/Peserta/Tamu 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan PM 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor dan Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9. Kegiatan   : Fasilitasi Penanaman Modal 

Indikator Kinerja  : Jumlah Fasilitasi PM 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10. Kegiatan   : Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM 

Indikator Kinerja  : Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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11. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang 

   Investasi yang Diminati Investor 

Indikator Kinerja  : Identifikasi Potensi Peluang Investasi yang Diminati 

   Investor 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

12. Kegiatan   : Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta 

   Fasilitasi Dunia Usaha Terkait Penanaman Modal 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Pembinaan Teknis 

  Kelompok Sasaran  : Pelaku Usaha 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

13. Kegiatan   : Pengelolaan Investment Lounge 

Indikator Kinerja  : Jumlah Investor/Pelaku Usaha 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

14. Kegiatan   : Penyusunan Data Pelaku Usaha 

Indikator Kinerja  : Pembuatan Buku Profil Data Pelaku Usaha UMKM 

  di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Pelaku Usaha 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

15. Kegiatan   : Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen 

  Kelompok Sasaran  : Kawasan Industri 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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16. Kegiatan   : Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak 

Indikator Kinerja  : Jumlah Orang yang Terjangkau 

  Kelompok Sasaran  : Calon Investor 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

17. Kegiatan   : Kegiatan Lomba Penulisan dan Foto Peluang Investasi 

   di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Baru di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota dan Masyarakat Umum 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

18. Kegiatan   : Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di  

   Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

19. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di 

  Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Database Investasi di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

B. Program Pengendalian Penanaman Modal 

Indikator Kinerja Program : Peningkatan Laju Realisasi Proyek 

Penanaman Modal 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal 

   PMA/PMDN 

Indikator Kinerja  : Jumlah Perusahaan yang Dibina 
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  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Workshop/Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan 

   Penanaman Modal 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Perusahaan 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Penilaian Perusahaan PMA dan PMDN Juara  

   Investasi se- Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : PMA dan PMDN terbaik di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/ 

                Pengawasan 

Indikator Kinerja  : Instrumen Pengendalian Pengawasan 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

C. Program Penataan Regulasi PTSP 

Indikator Kinerja Program : Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan 

Pelayanan Perizinan 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Penyusunan Kajian Permasalahan Pengembangan 

  Penanaman Modal dan PTSP 

Indikator Kinerja  : Dokumen Kajian Permasalahan 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota 

  Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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2. Kegiatan   : Penyusunan Kajian Perizinan dan Non Perizinan yang 

  Menjadi Kewenangan Provinsi 

Indikator Kinerja  : Kajian Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi 

     Kewenangan Provinsi 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Perda/Perkada PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP 

   Di Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kebijakan PM 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan, 

 Standar Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan  

Tim Teknis 

Indikator Kinerja  : Jumlah Dokumen 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu 

   Satu Pintu 

Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan 

  Perizinan 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota dan Pemohon Izin 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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7. Kegiatan   : Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja  : Jumlah Fasilitasi PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota dan Stakeholder 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Pembuatan Bahan Layanan Informasi PTSP 

Indikator Kinerja  : Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Stakeholder 

 Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

D. Program Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Perizinan Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam yang Tepat Waktu 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan 

  Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Indikator Kinerja  : Jumlah Perizinan yang Terlayani 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang 

   Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Indikator Kinerja  : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Tim Teknis 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 



RENCANA STRATEGIS 2018-2023 

 

    Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat VI -  35 

 

3. Kegiatan   : Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi 

  Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya  

 Alam 

Indikator Kinerja  : Pelayanan Perizinan Masyarakat di Tempat 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

E. Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Perizinan Infrastruktur dan 

Sosial yang Tepat Waktu 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis  

   Pelayanan Bidang Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Kinerja  : Jumlah Perizinan yang Terlayani 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan 

  Sosial 

Indikator Kinerja  : Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi 

  Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Infrastruktur dan Sosial 

Indikator Kinerja  : Pelayanan Perizinan Masyarakat di Tempat 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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F. Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan 

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perizinan 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Penilaian PTSP Kabupaten dan Kota Juara Yanlik 

   se Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : PTSP terbaik di Jawa Barat 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha berdasarkan 

   OSS 

Indikator Kinerja  : Perizinan yang Melalui OSS/Sektoral 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen 

              berdasarkan OSS 

Indikator Kinerja  : Perusahaan yang Memenuhi Komitmen 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Pemantauan Perizinan tanpa OSS/Sektoral 

Indikator Kinerja  : Perusahaan yang Memenuhi Persyaratan 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Kegiatan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Hasil 

   Pengawasan 

Indikator Kinerja  : Pembatalan dan Pencabutan Izin 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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6. Kegiatan   : Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis 

   Perizinan Jawa Barat 

Indikator Kinerja  : Peserta Forum 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi 

Indikator Kinerja  : Peserta Forum 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Kegiatan Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi 

Indikator Kinerja  : Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi 

  Kelompok Sasaran  : Stakeholder 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9. Kegiatan   : Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral 

Indikator Kinerja  : Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral 

  Kelompok Sasaran  : Stakeholder dan Tim Teknis 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10. Kegiatan   : Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan 

   Penanaman Modal (Task Force) 

Indikator Kinerja  : Penanganan Permasalahan Penanaman Modal 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN dan Tim Task Force  

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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11. Kegiatan   : Kegiatan Penanganan Objek Berusaha yang Tidak Berizin 

Indikator Kinerja  : Perusahaan yang Taat Terhadap Peraturan Perizinan 

  Kelompok Sasaran  : Perusahaan PMA/PMDN 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

G. Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program : Persentase Data dan Informasi yang Valid 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan 

   Pelayanan Terpadu 

Indikator Kinerja  : Pengumpulan Data PMPTSP melalui Bank Data 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan 

Indikator Kinerja  : Data Base Historikal 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMTPSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

3. Kegiatan   : Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan 

Indikator Kinerja  : Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman 

   Modal dan Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK 

Indikator Kinerja  : Pengembangan Sistem Pelaporan pada SIMPATIK 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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5. Kegiatan   : Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan 

Indikator Kinerja  : Pengembangan Sistem Call Center 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi 

Indikator Kinerja  : Forum Replikasi SIMPATIK 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan yang melakukan replikasi 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem 

   Aplikasi Lainnya 

Indikator Kinerja  : Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM 

Indikator Kinerja  : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PM 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9. Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP 

Indikator Kinerja  : Dokumen Evaluasi dan Pelapotan PTSP 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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10. Kegiatan   : Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

   DPMPTSP 

Indikator Kinerja  : Dokumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

11. Kegiatan   : Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Indikator Kinerja  : Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 

  Kelompok Sasaran  : Masyarakat Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

 

H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program : Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1. Kegiatan   : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 

  PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Tugas dan 

    Fungsi Dinas 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2. Kegiatan   : Pengadaan Sarana dan Prasarana West Java Investment 

   Centre 

Indikator Kinerja  : Sarana dan Prasarana West Java Investment 

   Centre 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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3. Kegiatan   : Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik 

Indikator Kinerja  : Gedung Mal Pelayanan Publik 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4. Kegiatan   : Pengadaan Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik 

Indikator Kinerja  : Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5. Kegiatan   : Pengadaan Bis Layanan Keliling 

Indikator Kinerja  : Bis Layanan Keliling 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6. Kegiatan   : Pengadaan Mobil Operasional Visitasi Lapangan 

  Pelayanan Perizinan dan Pengawasan 

Indikator Kinerja  : Mobil Operasional Visitasi Lapangan Pelayanan Perizinan 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7. Kegiatan   : Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik 

Indikator Kinerja  : Tersedianya Kios Pelayanan Publik di 27 Kab/Kota 

Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

8. Kegiatan   : Mobil Layanan Keliling/Layanan PDKT 

Indikator Kinerja  : Mobil Layanan Keliling Pelayanan Perizinan 

Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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I. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Indikator Kinerja Program :  

1. Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

3. Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

4. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

yang Tepat Waktu dan Sesuai Perundang-Undangan di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

5. Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

1) Kegiatan   : Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi  

   Aparatur Dinas PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Peserta Peningkatan Kemampuan Aparatur 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

2) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek 

   Aparatur 

Indikator Kinerja  : Peserta Diklat, kursus Singkat dan Bimtek 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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3) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana 

      Olahraga serta Pakaian Aparatur 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana 

      Olahraga serta Pakaian Aparatur 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

4) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 

Indikator Kinerja  : Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

5) Kegiatan   : Kegiatan Penyedian Langganan Kantor dan Tenaga Kerja 

   Non Pegawai 

Indikator Kinerja  : Kebutuhan Langganan Kantor 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

6) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

Indikator Kinerja  : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

7) Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung 

   Kantor 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung 

   Kantor 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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8) Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan West Java Investment Center 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

9) Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan Mal Pelayanan Publik 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan Mal Pelayanan Publik 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

10) Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

11) Kegiatan   : Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan 

Indikator Kinerja  : Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan 

  Kelompok Sasaran  : Seluruh Kab/Kota dan Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

12) Kegiatan   : Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang 

  Back Office dan Front Office 

Indikator Kinerja  : Moderenisasi Ruang Back Office dan Front Office 

  Kelompok Sasaran  : Pemohon Izin 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

13) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas 

Indikator Kinerja  : Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Mendukung Tupoksi 

   Dinas 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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14) Kegiatan   : Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan 

   Beserta Peralatannya 

Indikator Kinerja  : Jasa Keamanan, Kebersihan, Operator dan Officeboy 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

15) Kegiatan   : Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi 

Indikator Kinerja  : Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis 

   Kerjasama 3 Provinsi 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar, Provinsi Banten dan Provinsi 

   DKI Jakarta 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

16) Kegiatan   : Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat 

   Daerah 

Indikator Kinerja  : Forum Perencanaan Tingkat Daerah 

  Kelompok Sasaran  : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

17) Kegiatan   : Kegiatan Forum Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja  : Terlaksananya Kegiatan Forum Perangkat Daerah 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

18) Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Indikator Kinerja  : Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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19) Kegiatan   : Kegiatan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP 

   2018-2023 

Indikator Kinerja  : Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

20) Kegiatan   : Kegiatan Revisi RENSTRA 2018-2023 

Indikator Kinerja  : Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

21) Kegiatan   : Kegiatan Penyusunan RENSTRA 2024- 2029 

 Indikator Kinerja  : Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

22) Kegiatan   : Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

   Capaian Kinerja dan Keuangan 

Indikator Kinerja  : Dokumen yang Dihasilkan 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

23) Kegiatan   : Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung 

  Jawaban (LKPJ) 

Indikator Kinerja  : Penyelenggaraan Pameran LKPJ 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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24) Kegiatan   : Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Dokumen Laporan Monitoring 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 

 

25) Kegiatan   : Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP 

Indikator Kinerja  : Dokumen Penatausahaan Keuangan 

  Kelompok Sasaran  : Dinas PMPTSP Prov. Jabar 

   Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat 
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TABEL 6.2 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 - 2023 

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Meningkatnya 

Investasi yang 

Berkualitas dan 

Berkelanjutan      

Laju Pertumbuhan 

Investasi PMA-PMDN 3 Persen 3 Persen 51.973.216.863 3 Persen 64.294.236.342 

3 

Persen 66.818.572.799 

3 

Persen 62.845.522.651 

3 

Persen 62.845.522.651 

Dinas 

PMPTSP 

Prov Jabar Jawa Barat 

 

Meningkatnya 

Realisasi 

Investasi   Nilai Realisasi Investasi Rp162,8 Triliun 

 Rp112,27-

Rp120,27 

Triliun 10.221.500.000 

Rp117,48 – 

Rp 125,48 

Triliun 10.429.300.000 

Rp122,

69-

Rp130,

69 10.640.295.000 

Rp127,

90-

Rp135,

990 11.681.699.250 

Rp127,

90-

Rp135,

990 11.681.699.250 

Dinas 

PMPTSP 

Prov Jabar Jawa Barat 

      

Program Pengembangan 

dan Promosi Penanaman 

Modal 

Laju Minat Investasi di 

Jawa Barat 5,0 Persen 5,5 Persen 8.321.500.000 5,8 Persen 8.829.300.000 

6,0 

Persen 8.540.295.000 

6,2 

Persen 9.981.699.250 

6,2 

Persen 9.981.699.250 

Bidang 

Pengemban

gan dan 

Promosi Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyusunan Peta 

Potensi Peluang Investasi 

di Jawa Barat 

Kajian Prospektus 

Investasi di Jawa Barat   10 Dok 1.250.000.000 10 Dok 1.500.000.000 10 Dok 650.000.000 10 Dok 800.000.000 10 Dok 800.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Promosi Melalui 

Media Digital (Pemasaran 

Digital) 

Jumlah Orang yang 

Terjangkau   30000 orang 380.000.000 30000 orang 466.000.000 

30000 

orang 559.200.000 

30000 

orang 829.440.000 

30000 

orang 829.440.000   Jawa Barat 

      

Pelaksanaan Promosi 

melalui Media Elektronik  

Jumlah orang yang 

melihat/mendengar   30000 orang 1.225.000.000 35000 orang 1.408.750.000 

40000 

orang 1.620.062.500 

45000 

orang 1.863.071.875 

45000 

orang 1.863.071.875   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pelaksanaan 

Kerjasama dan 

Pemberdayaan Usaha 

PMPTSP 

Jumlah Peserta 

Matchmaking   200 orang 180.000.000 200 orang 216.000.000 

250 

orang 259.200.000 

250 

orang 311.040.000 

250 

orang 311.040.000   

Kota 

Bandung, 

Jawa Barat, 

Luar Provinsi 

      

Penyusunan Peta Investasi 

Daerah 

Peta investasi daerah 

yang tersebar di Jawa 

Barat   27 Kab/ Kota 800.000.000 27 Kab/ Kota 850.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 900.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 1.300.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 1.300.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Penyusunan 

Bahan, Sarana dan 

Prasarana Promosi PMPTSP 

Jumlah 

Bahan/Sarana/Prasaran

a Promosi PMPSTP   2 Paket 180.000.000 2 Paket 200.000.000 

3 

Paket 250.000.000 

3 

Paket 311.040.000 

3 

Paket 311.040.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pelaksanaan 

Promosi PMPTSP 

Jumlah 

Pengunjung/Peserta/Ta

mu   200 orang 1.150.000.000 250 orang 1.200.000.000 

300 

orang 1.300.000.000 

350 

orang 1.550.000.000 

350 

orang 1.550.000.000   

Jawa Barat, 

Jakarta, Asia 

Tenggara, 

Asia Timur, 

Asia Pasifik 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

Sosialisasi Kebijakan dan 

Peraturan Penanaman 

Modal 

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Peraturan 

dan Kebijakan PM   200 orang 200.000.000 200 orang 200.000.000 

200 

orang 200.000.000 

200 

orang 200.000.000 

200 

orang 200.000.000   

Seluruh 

Kab/Kota 

      

Fasilitasi Penanaman 

Modal Jumlah Fasilitasi PM   15 kali 300.000.000 15 kali 300.000.000 15 kali 300.000.000 15 kali 300.000.000 15 kali 300.000.000   

Seluruh 

Kab/Kota 

      

Pembuatan Bahan Layanan 

Informasi PM 

Jumlah Audio Visual dan 

Placement ILM PMPTSP   

1 produk 

tayangan 

dan 

plecement 450.000.000 

1 produk 

tayangan 

dan 

plecement 450.000.000 

1 

produk 

tayang

an dan 

plece

ment 450.000.000 

1 

produk 

tayang

an dan 

plece

ment 450.000.000 

1 

produk 

tayang

an dan 

plece

ment 450.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Evaluasi dan 

Monitoring Potensi 

Peluang Investasi yang 

Diminati Investor 

Identifikasi potensi 

peluang investasi yang 

diminati investor   27 Kab/ Kota 200.000.000 27 Kab/ Kota 200.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 200.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 200.000.000 

27 

Kab/ 

Kota 200.000.000   Jawa Barat 

      

Pembinaan Teknis 

Pemberdayaan Usaha UKM 

serta Fasilitasi Dunia Usaha 

Terkait Penanaman Modal 

Jumlah Peserta 

Pembinaan Teknis   100 orang 150.000.000 100 orang 150.000.000 

100 

orang 150.000.000 

100 

orang 150.000.000 

100 

orang 150.000.000   Jawa Barat 

      

Pengelolaan Invesment 

Lounge  

Jumlah Investor / Pelaku 

Usaha   60 orang 329.500.000                   Jawa Barat 

      

Penyusunan Data Pelaku 

Usaha 

Pembuatan Buku Profil 

Data pelaku usaha 

UMKM di Jawa Barat   1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Penyusunan data Kawasan 

Industri di Jawa Barat Jumlah Dokumen   1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Promosi melalui 

media cetak 

Jumlah orang yang 

terjangkau   10000 orang 77.000.000 15000 orang 88.550.000 

20000 

orng 101.832.500 

25000 

orang 117.107.375 

25000 

orang 117.107.375   Jawa Barat 

      

Kegiatan Lomba penulisan 

dan foto potensi dan 

peluang investasi di Jawa 

barat 

Dokumen potensi dan 

peluang investasi baru 

di Jawa Barat (Hasil 

penilian)   1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pembinaan 

Pengembangan PMPTSP di 

Jawa Barat 

Jumlah Pelaksanaan 

Pembinaan   4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan penyusunan buku 

direktori investasi di Jawa 

barat 

Database investasi di 

Jawa barat   6 buku 900.000.000 7 buku 1.050.000.000 7 buku 1.050.000.000 7 buku 1.050.000.000 7 buku 1.050.000.000   Jawa Barat 

      

Program Pengendalian 

Penanaman Modal 

Peningkatan Laju 

Realisasi Proyek 

Penanaman Modal 15 Persen 15 Persen 1.900.000.000 15 Persen 1.600.000.000 

15 

Persen 2.100.000.000 

15 

Persen 1.700.000.000 

15 

Persen 1.700.000.000 

Kepala 

Bidang 

Pengendalia

n 

Kota 

Bandung 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

 Kegiatan  Pemantauan 

proyek Penanaman Modal 

PMA/PMDN 

Jumlah Perusahaan 

yang dibina   

200 

Perusahaan 400.000.000 

250 

Perusahaan 500.000.000 

250 

Perusa

haan 500.000.000 

300 

Perusa

haan 600.000.000 

300 

Perusa

haan 600.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan 

Workshop/Helpdesk 

Ketentuan Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Peserta 

Perusahaan   

800 

Perusahaan 600.000.000 

800 

Perusahaan 600.000.000 

800 

Perusa

haan 600.000.000 

800 

Perusa

haan 600.000.000 

800 

Perusa

haan 600.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Penilaian 

Perusahaan PMA dan 

PMDN Juara Investasi se 

Jawa Barat 

PMA dan PMDN terbaik 

di Jawa Barat   

6 

Perusahaan 400.000.000     

6 

Perusa

haan 500.000.000           

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Penyusunan 

Instrumen 

Pengedalian/Pengawasan 

Instrumen Pengendalian 

Pengawasan   5 Intrumen 500.000.000 5 Intrumen 500.000.000 

5 

Intrum

en 500.000.000 

5 

Intrum

en 500.000.000 

5 

Intrum

en 500.000.000   

Kota 

Bandung 

 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan 

sesuai Standar 

Pelayanan 

Publik   

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Pelayanan Perizinan  79 14.879.521.775 80 16.305.521.775 81 18.522.921.775 82 20.337.931.775 82 20.337.931.775 

Dinas 

PMPTSP 

Prov Jabar Jawa Barat 

      

Program Penataan 

Regulasi PMPTSP 

Kemudahan Prosedur 

dalam Mendapatkan 

Pelayanan Perizinan 77,0 77,5 2.525.000.000 78,0 2.475.000.000 78,5 2.625.000.000 79,0 3.125.000.000 79,0 3.125.000.000 

Kepala 

Bidang 

Pengemban

gan dan 

Promosi 

Kota 

Bandung 

      

Penyusunan Kajian 

Permasalahan 

Pengembangan 

Penanaman Modal dan 

PTSP 

Dokumen Kajian 

Permasalahan   1 dokumen 250.000.000 1 dokumen 300.000.000 

1 

dokum

en 400.000.000 

1 

dokum

en 800.000.000 

1 

dokum

en 800.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Penyusunan kajian 

perizinan dan non 

perizinan yang menjadi 

kewenangan provinsi 

Kajian perizinan dan non 

perizinan yang menjadi 

kewenangan provinsi   1 Dokumen 150.000.000                   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Penyusunan 

Regulasi PMPTSP Perda/perkada PMPTSP   3 dokumen 300.000.000 3 dokumen 350.000.000 

3 

dokum

en 400.000.000 

3 

dokum

en 500.000.000 

3 

dokum

en 500.000.000   

Kota 

Bandung 

      

kegiatan Evaluasi kebijakan 

Penanaman Modal dan 

PTSP di Jawa barat 

Dokumen Rekomendasi 

perbaikan kebijakan PM   1 dokumen 250.000.000 1 dokumen 250.000.000 

1 

dokum

en 250.000.000 

1 

dokum

en 250.000.000 

1 

dokum

en 250.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Evaluasi dan 

pengembangan Standar 

Pelayanan, Standar 

Operasional Prosedur, Jumlah Dokumen   4 dokumen 250.000.000 4 dokumen 250.000.000 

4 

dokum

en 250.000.000 

4 

dokum

en 250.000.000 

4 

dokum

en 250.000.000   

Kota 

Bandung 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Maklumat Pelayanan, dan 

Tim Teknis 

      

Sosialisasi Kebijakan dan 

Peraturan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Peraturan 

dan Kebijakan perizinan   200 orang 400.000.000 200 orang 400.000.000 

200 

orang 400.000.000 

200 

orang 400.000.000 

200 

orang 400.000.000   

Seluruh 

Kab/Kota 

      

Fasilitasi Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Jumlah Fasilitasi 

PMPTSP   15 kali 475.000.000 15 kali 475.000.000 15 kali 475.000.000 15 kali 475.000.000 15 kali 475.000.000   

Seluruh 

Kab/Kota 

      

Pembuatan Bahan Layanan 

Informasi PTSP 

Jumlah Audio Visual dan 

Placement ILM PMPTSP   

2 Produk/ 

Tayangan 450.000.000 

2 Produk/ 

Tayangan 450.000.000 

2 

Produk

/ 

Tayang

an 450.000.000 

2 

Produk

/ 

Tayang

an 450.000.000 

2 

Produk

/ 

Tayang

an 450.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Program Pelayanan 

Perizinan Bidang Ekonomi 

dan Sumber Daya Alam 

Tingkat Penyelesaian 

Perizinan Bidang ESDA 

yang Tepat Waktu 50 Persen 55 Persen 2.190.000.000 60 Persen 2.566.000.000 

70 

Persen 2.983.400.000 

80 

Persen 3.448.410.000 

80 

Persen 3.448.410.000 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

Perizinan 

Bidang 

Ekonomi 

dan Sumber 

Daya Alam Jawa Barat 

      

Kegiatan Peninjauan 

Lapangan bersama Tim 

Teknis Pelayanan Bidang 

ESDA 

Jumlah Perizinan yang 

Terlayani   400 kali 1.725.000.000 550 kali 1.983.750.000 

700 

kali 2.281.312.500 

850 

kali 2.623.509.375 

850 

kali 2.623.509.375   Jawa Barat 

      

Rapat  Teknis Pelayanan 

Administrasi Perizinan Bid. 

Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam. 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Teknis   100 kali 115.000.000 115 kali 132.250.000 

130 

kali 152.087.500 

145 

kali 174.900.625 

145 

kali 174.900.625   

Kota 

Bandung 

      

Penyelenggaraan Layanan 

Pendampingan dan 

Konsultansi Terpadu 

(PeDeKaTe) Bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam 

Pelayanan Perizinan 

Masyarakat di Tempat   12 Kali 350.000.000 12 Kali 450.000.000 12 Kali 550.000.000 12 Kali 650.000.000 12 Kali 650.000.000   

18 Kab & 9 

Kota di Jawa 

Barat dan 

Luar Provinsi 

Jawa Barat 

      

Program Pelayanan 

Perizinan Bidang 

Infrastruktur dan Sosial 

Tingkat Penyelesaian 

Perizinan Bidang 

Infrastruktur dan Sosial 

yang Tepat Waktu 50 Persen 55 Persen 2.100.000.000 60 Persen 2.450.000.000 

70 

Persen 2.700.000.000 

80 

Persen 3.100.000.000 

80 

Persen 3.100.000.000 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

Perizinan 

Bidang 

Infrastruktu

r dan Sosial Jawa Barat 

      

Kegiatan Peninjauan 

Lapangan bersama Tim 

Teknis Pelayanan Bidang 

INSOS 

Jumlah Perizinan yang 

Terlayani   400 kali 1.500.000.000 550 kali 1.650.000.000 

700 

kali 1.750.000.000 

850 

kali 2.000.000.000 

850 

kali 2.000.000.000   

18 Kab & 9 

Kota di Jawa 

Barat dan 

Luar Provinsi 

Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

Rapat  Teknis Pelayanan 

Administrasi Perizinan 

Bidang INSOS 

Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Rapat   100 kali 100.000.000 100 kali 100.000.000 

100 

kali 100.000.000 

100 

kali 100.000.000 

100 

kali 100.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Penyelenggaraan Layanan 

Pendampingan dan 

Konsultansi Terpadu 

(PeDeKaTe) Bidang 

Infrastruktur dan Sosial 

Pelayanan Perizinan 

Masyarakat di Tempat   24 Kali 500.000.000 24 kali 700.000.000 24 kali 850.000.000 24 kali 1.000.000.000 24 kali 1.000.000.000   

18 Kab & 9 

Kota di Jawa 

Barat dan 

Luar Provinsi 

Jawa Barat 

      

Program Pengendalian 

dan Penanganan 

Permasalahan Perizinan 

Tingkat Penyelesaian 

Permasalahan Perizinan 82 Persen 82 Persen 3.900.000.000 82 Persen 4.200.000.000 

82 

Persen 5.200.000.000 

82 

Persen 5.500.000.000 

82 

Persen 5.500.000.000 

Kepala 

Bidang 

Pengendalia

n 

Kota 

Bandung 

      

Kegaitan Penilaian PTSP 

Kabupaten dan Kota Juara 

Yanlik se Jawa Barat 

PTSP terbaik di Jawa 

Barat   6 DPMPTSP 350.000.000     

6 

DPMP

TSP 350.000.000           

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pengawasan 

Perizinan Berusaha 

berdasarkan OSS 

Perizinan yang melalui 

OSS/Sektoral   50 Izin 500.000.000 75 Izin 750.000.000 

100 

Izin 1.000.000.000 

125 

Izin 1.250.000.000 

125 

Izin 1.250.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pemantauan dan 

Penyelesaian komitmen 

berdasarkan OSS 

Perusahaan yang 

memenuhi komitmen   

60 

Perusahaan 300.000.000 

80 

Perusahaan 350.000.000 

100 

Perusa

haan 400.000.000 

120 

Perusa

haan 450.000.000 

120 

Perusa

haan 450.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pemantauan 

Perizinan tanpa 

OSS/Sektoral 

Perusahaan yang 

memenuhi persyaratan   

60 

Perusahaan 300.000.000 

80 

Perusahaan 350.000.000 

100 

Perusa

haan 400.000.000 

120 

Perusa

haan 450.000.000 

120 

Perusa

haan 450.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pengawasan 

Perizinan tanpa 

OSS/Sektoral 

Perizinan yang tidak 

melalui OSS/Sektoral   50 Izin 500.000.000 60 Izin 550.000.000 70 Izin 600.000.000 80 Izin 650.000.000 80 Izin 650.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pembatalan / 

Pencabutan Perizinan hasil 

Pengawasan 

Pembatalan dan 

Pencabutan Izin   50 Izin 300.000.000 60 Izin 350.000.000 70 Izin 400.000.000 80 Izin 450.000.000 80 Izin 450.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegaitan Forum 

Penyelesaian 

Permasalahan Teknis 

Perizinan Jawa Barat Peserta Forum   100 Orang 250.000.000 100 Orang 250.000.000 

100 

Orang 250.000.000 

100 

Orang 250.000.000 

100 

Orang 250.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Forum Interaksi 

Pengaduan dan Advokasi Peserta Forum   

100 

Perusahaan 250.000.000 

100 

Perusahaan 250.000.000 

100 

Perusa

haan 250.000.000 

100 

Perusa

haan 250.000.000 

100 

Perusa

haan 250.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Fasilitasi 

Pengaduan dan Advokasi 

Fasilitasi Pengaduan dan 

Advokasi   

30 

Permasalaha

n 300.000.000 

35 

Permasalaha

n 350.000.000 

40 

Perma

salaha

n 400.000.000 

45 

Perma

salaha

n 450.000.000 

45 

Perma

salaha

n 450.000.000   

Kota 

Bandung 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

Kegiatan Kajian 

Permasalahan Perizinan 

Sektoral 

Kajian Permasalahan 

Perizinan Sektoral   1 Kajian 150.000.000 1 Kajian 150.000.000 

1 

Kajian 150.000.000 

1 

Kajian 150.000.000 

1 

Kajian 150.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Forum 

Penyelesaian 

Permasalahan Pelaksanaan 

Penanaman Modal (Task 

Force) 

Penanganan 

Permasalahan 

Penanaman Modal   

30 

Perusahaan 400.000.000 

35 

Perusahaan 450.000.000 

40 

Perusa

haan 500.000.000 

45 

Perusa

haan 550.000.000 

45 

Perusa

haan 550.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Penanganan 

Objek Berusaha Yang Tidak 

BerIzin 

Perusahaan yang taat 

terhadap peraturan 

perizinan   

50 

Perusahaan 300.000.000 

75 

Perusahaan 400.000.000 

100 

Perusa

haan 500.000.000 

125 

Perusa

haan 600.000.000 

125 

Perusa

haan 600.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Program Manajemen Data 

dan Informasi Penanaman 

Modal  dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Persentase Data dan 

Informasi yang Valid 75 Persen 80 Persen 4.164.521.775 85 Persen 4.614.521.775 

90 

Persen 5.014.521.775 

95 

Persen 5.164.521.775 

95 

Persen 5.164.521.775 

Kepala 

Bidang Data 

dan 

Informasi  Jawa Barat 

      

Kegiatan Pengelolaan Bank 

Data Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Pengumpulan data 

PMPTSP melalui bank 

data   27 Kab/Kota 1.142.070.000 27 Kab/Kota 1.242.070.000 

27 

Kab/K

ota 1.342.070.000 

27 

Kab/K

ota 1.342.070.000 

27 

Kab/K

ota 1.342.070.000   27 Kab/Kota 

      

Kegiatan Pengembangan 

Tata Kelola Kearsipan Data Base Historikal   1 Database 410.101.775 1 Database 510.101.775 

1 

Databa

se 610.101.775 

1 

Databa

se 710.101.775 

1 

Databa

se 710.101.775   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Sertifikasi ISO 

Pelayanan Perizinan 

Sertifikasi ISO Pelayanan 

Perizinan   1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000 

1 

Dokum

en 350.000.000 

1 

Dokum

en 350.000.000 

1 

Dokum

en 350.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Penanaman Modal dan 

Perijinan pada Aplikasi 

SIMPATIK 

 Pengembangan Sistem 

Pelaporan pada 

Simpatik   1 Aplikasi 100.000.000                   

Kota 

Bandung 

      

Pengembangan Sistem Call 

Center Pelayanan Perijinan 

 Pengembangan Sistem 

Call Center   

3 Agent 

3 Work 

Station 662.350.000 

3 Agent 

3 Work 

Station 762.350.000 

3 

Agent 

3 

Work 

Station 762.350.000 

3 

Agent 

3 

Work 

Station 762.350.000 

3 

Agent 

3 

Work 

Station 762.350.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Forum Replikasi 

dan Monitoring Sistem 

Aplikasi 

Forum Replikasi 

SIMPATIK   1  kali 100.000.000 1  kali 150.000.000 1  kali 150.000.000 1  kali 150.000.000 1  kali 150.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Pengembangan 

Integrasi Data dengan 

Sistem Aplikasi Lainnya 

Integrasi Data dengan 

Sistem Aplikasi Lainnya   1 Aplikasi 450.000.000 1 Aplikasi 500.000.000 

1 

Aplikas

i 500.000.000 

1 

Aplikas

i 500.000.000 

1 

Aplikas

i 500.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Evaluasi dan 

Pelaporan PM 

Dokumen Evaluasi dan 

Pelaporan PM   4 Dokumen 200.000.000 4 Dokumen 250.000.000 

4 

Dokum

en 300.000.000 

4 

Dokum

en 300.000.000 

4 

Dokum

en 300.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Evaluasi dan 

Pelaporan PTSP 

Dokumen Evaluasi dan 

Pelaporan PTSP   5 Dokumen 300.000.000 5 Dokumen 350.000.000 

5 

Dokum

en 400.000.000 

5 

Dokum

en 400.000.000 

5 

Dokum

en 400.000.000   Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

Evaluasi Implementasi 

Repormasi Birokrasi di 

Lingkungan DPMPTSP 

dokumen Evaluasi 

Implementasi Reformasi 

Birokrasi   1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 250.000.000 

1 

Dokum

en 300.000.000 

1 

Dokum

en 350.000.000 

1 

Dokum

en 350.000.000   

Kota 

Bandung 

      

Kegiatan Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

Dokumen Indeks 

Kepuasan Masyarakat   2 Dokumen 300.000.000 2 Dokumen 300.000.000 

2 

Dokum

en 300.000.000 

2 

Dokum

en 300.000.000 

2 

Dokum

en 300.000.000   

Kota 

Bandung 

 

Terpenuhinya 

Dukungan 

Manajemen 

Perkantoran   

Tingkat Pemenuhan 

Dukungan Manajemen 

Perkantoran  60 persen 26.872.195.061 70 persen 37.559.414.567 

80 

persen 37.655.356.024 

90 

persen 30.825.891.626 

90 

persen 30.825.891.626 

Dinas 

PMTPSP 

Prov Jabar Jawa Barat 

      

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Saru 

Pintu 

Tingkat Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 40 Persen 60 Persen 11.000.000.000 70 Persen 17.700.000.000 

80 

Persen 17.000.000.000 

90 

Persen 4.000.000.000 

90 

Persen 4.000.000.000 Sekretariat Jawa Barat 

      

Kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarna 

Aparatur Dinas PMPTSP 

Sarana dan prasarana 

dalam mendukung tugas 

dan fungsi Dinas 

PMPTSP   12 Bulan 4.000.000.000 12 Bulan 3.500.000.000 

12 

Bulan 3.000.000.000 

12 

Bulan 2.500.000.000 

12 

Bulan 2.500.000.000   Jawa Barat 

      

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana West Java 

Invesment Centre 

Sarana dan Prasana 

West Java Centre       12 Bulan 1.500.000.000               Jawa Barat 

      

Pembangunan Gedung Mal 

Pelayanan Publik 

Gedung Mal Pelayanan 

Publik       1 Unit 10.000.000.000 1 Unit 13.000.000.000           Jawa Barat 

      

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Mal Pelayanan 

Publik 

Sarana dan Prasana Mal 

Pelayanan Publik           

12 

Bulan 1.000.000.000 

12 

Bulan 1.500.000.000 

12 

Bulan 1.500.000.000   Jawa Barat 

      

Pengadaan Bis Layanan 

Keliling  Bis layanan keliling   1 Unit Bis 2.000.000.000                   Jawa Barat 

      

Pengadaan Mobil 

Operasional Visitasi 

Lapangan Pelayanan 

Perizinan dan Pengawasan 

Mobil Operasional 

Visitasi Lapangan 

Pelayanan Perizinan   3 Unit Mobil  2.000.000.000                   Jawa Barat 

      

Pembangunan Gerai/ Kios 

Layanan Publik  

Tersedianya Kios 

Pelayanan Publik di 27 

Kab/Kota       27 Kab/ Kota 2.700.000.000               Jawa Barat 

      

Mobil Layanan Keliling/ 

Layanan PDKT (SMS) 

Mobil Layanan Keliling / 

Layanan PDKT (SMS)   3 Unit Mobil 3.000.000.000                   Jawa Barat 

      

Program Dukungan 

Manajemen Perkantoran 

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Persentase ASN yang 

Memiliki Kesesuaian 

Kompetensi di Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 50 Persen 60 Persen 15.872.195.061 70 Persen 19.859.414.567 

80 

Persen 20.655.356.024 

90 

Persen 26.825.891.626 

90 

Persen 26.825.891.626 Sekretariat Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

      

Kegiatan Peningkatan 

Kemampuan dan 

Kompetensi Aparatur Dinas 

PMPTSP 

Peserta peningkatan 

kemampuan aparatur   

160 Orang 

ASN 

DPMPTSP 550.000.000 

160 Orang 

ASN 

DPMPTSP 605.000.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 665.500.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 732.050.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 732.050.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyediaan 

Diklat, Kursus Singkat dan 

Bimtek Aparatur 

Peserta Diklat, kursus 

singkat dan Bimtek   

160 Orang 

ASN 

DPMPTSP 300.000.000 

160 Orang 

ASN 

DPMPTSP 330.000.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 363.000.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 399.300.000 

160 

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 399.300.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyediaan 

Kerohanian, Sarana dan 

Prasarana Olahraga serta 

Pakaian Aparatur 

Penyediaan kerohanian 

dan Sarana dan 

Prasarana serta pakaian 

aparatur   

160  Orang 

ASN 

DPMPTSP 1.000.000.000 

160  Orang 

ASN 

DPMPTSP 1.100.000.000 

160  

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 1.210.000.000 

160  

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 1.331.000.000 

160  

Orang 

ASN 

DPMP

TSP 1.331.000.000   Jawa Barat 

        

Persentase Sarana dan 

Prasarana Dalam 

Kondisi Baik di Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu   65 Persen   75 Persen   

90 

Persen   

100 

Persen   

100 

Persen       

      

Kegiatan Penyediaan 

Barang Habis Pakai Kantor 

Penyediaan barang 

pakai habis   12 Bulan 2.076.195.061 12 Bulan 2.283.814.567 

12 

Bulan 2.512.196.024 

12 

Bulan 2.763.415.626 

12 

Bulan 2.763.415.626   Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyediaan 

Langganan Kantor dan 

Tenaga Kerja Non Pegawai 

Kebutuhan Langganan 

Kantor   12 Bulan 3.500.000.000 12 Bulan 3.850.000.000 

12 

Bulan 4.235.000.000 

12 

Bulan 4.658.500.000 

12 

Bulan 4.658.500.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyediaan 

Pemeliharaan Kendaraaan 

Dinas 

Jumlah Kendaraan Dinas 

yang Dipelihara   

26 Mobil 

dan 30 

Motor 426.000.000 

26 Mobil 

dan 30 

Motor 468.600.000 

26 

Mobil 

dan 30 

Motor 515.460.000 

26 

Mobil 

dan 30 

Motor 567.006.000 

26 

Mobil 

dan 30 

Motor 567.006.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pemeliharaan 

Perabotan, Fasilitas dan 

Gedung Kantor 

Pemeliharaan 

Perabotan, Fasilitas dan 

Gedung Kantor   12 Bulan 2.500.000.000 12 Bulan 2.750.000.000 

12 

Bulan 3.025.000.000 

12 

Bulan 3.327.500.000 

12 

Bulan 3.327.500.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pemeliharaan 

West Java Invesment 

Centre 

Pemeliharaan Gedung 

West Java Invesment 

Centre       12 Bulan 1.000.000.000 

12 

Bulan 1.000.000.000 

12 

Bulan 1.000.000.000 

12 

Bulan 1.000.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pemeliharaan Mal 

Pelayanan Publik 

Pemeliharaan Mal 

Pelayanan Publik               

12 

Bulan 3.000.000.000 

12 

Bulan 3.000.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pemeliharaan 

Mobil Layanan Keliling 

Pemeliharaan Mobil 

Layanan Keliling       12 Bulan 150.000.000 

12 

Bulan 150.000.000 

12 

Bulan 150.000.000 

12 

Bulan 150.000.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Pemeliharaan 

Kios Pelayanan Perizinan 

Pemeliharaan Kios 

Pelayanan Perizinan       12 Bulan 50.000.000 

12 

Bulan 50.000.000 

12 

Bulan 50.000.000 

12 

Bulan 50.000.000   Jawa Barat 

      

Peningkatan Gedung 

Kantor Pelayanan Perizinan 

Ruang Back Office dan 

Front Office 

Modernisasi Ruang 

Front Office dan Back 

Office Pelayanan 

Perizinan       100 Persen 1.000.000.000     

100 

Persen 1.000.000.000 

100 

Persen 1.000.000.000   Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

        

Persentase Unit Kerja 

yang Mendapatkan 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran di Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu   90 Persen   90 Persen   

100 

Persen   

100 

Persen   

100 

Persen       

      

Kegiatan Penyediaan Rapat 

dan Perjalanan Dinas 

Kebutuhan operasional 

dasar dalam 

mendukung tupoksi 

Dinas   12 Bulan 2.500.000.000 12 Bulan 2.750.000.000 

12 

Bulan 3.025.000.000 

12 

Bulan 3.327.500.000 

12 

Bulan 3.327.500.000   

Jawa Barat 

dan Luar 

Provinsi 

      

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Keamanan dan Kebersihan 

Beserta Peralatannya 

Jasa Keamanan, 

Kebersihan, Operator 

dan Officeboy   12 Bulan 2.000.000.000 12 Bulan 2.200.000.000 

12 

Bulan 2.420.000.000 

12 

Bulan 2.662.000.000 

12 

Bulan 2.662.000.000   Jawa Barat 

        

Persentase 

Perencanaan dan 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

yang tepat waktu dan 

sesuai peraturan 

Perundang-undangan di 

Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  95 Persen 95 Persen   95 Persen   

95 

Persen   

95 

Persen   

95 

Persen       

      

Musyawarah Koordinasi 

Teknis Kerjasama 3 

Provinsi 

Terselenggaranya 

Kegiatan Musyawarah 

Koordinasi Teknis 

Kerjasama 3 Provinsi           1 Kali 250.000.000           Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyelenggaraan 

Forum Perencanaan 

Tingkat Daerah (Pra 

Musrenbang, Musrenbang,  

Forum Perencanaan 

Tingkat Daerah   6 Kali 225.000.000 6 Kali 247.500.000 6 Kali 272.250.000 6 Kali 299.475.000 6 Kali 299.475.000   Jawa Barat 

      Forum Perangkat Daerah 

Forum Perangkat 

Daerah   1 kali 275.000.000 1 kali 302.500.000 1 kali 332.750.000 1 kali 366.025.000 1 kali 366.025.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Dokumen Perencanaan 

yang Dihasilkan   4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 110.000.000 

4 

Dokum

en 121.000.000 

4 

Dokum

en 133.100.000 

4 

Dokum

en 133.100.000   Jawa Barat 

      

Kegiatan Evaluasi Midtem 

RENSTRA Dinas PMPTSP 

2018-2023 

Dokumen RENSTRA 

Dinas PMPTSP Tahun 

2018-2023       1 Dokumen 100.000.000               Jawa Barat 

      

Kegiatan Revisi RENSTRA 

2018-2023 

Dokumen RENSTRA 

Dinas PMPTSP Tahun 

2018-2023       1 Dokumen 100.000.000               Jawa Barat 

      

Kegiatan Penyusunan 

RENSTRA 2024-2029 

Dokumen RENSTRA 

Dinas PMPTSP Tahun 

2024-2029               

1 

Dokum

en 500.000.000 

1 

Dokum

en 500.000.000   Jawa Barat 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

        

Persentase 

Ketersediaan Data 

Kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  100 Persen 100 Persen   100 Persen   

100 

Persen   

100 

Persen   

100 

Persen       

      

Kegiatan Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Dokumen yang 

Dihasilkan   8 Dokumen 90.000.000 8 Dokumen 99.000.000 

8 

Dokum

en 108.900.000 

8 

Dokum

en 119.790.000 

8 

Dokum

en 119.790.000   Jawa Barat 

      

Penyelenggaraan Pameran 

Laporan Kegiatan 

Pertanggung Jawaban 

(LKPJ) 

Penyelenggaraan 

Pameran LKPJ   1 kali 80.000.000 1 kali 88.000.000 1 kali 96.800.000 1 kali 106.480.000 1 kali 106.480.000   Jawa Barat 

      

Monitoring dan Evaluasi 

Program/ Kegiatan Dinas 

PMPTSP 

Dokumen Laporan 

Monitoring   1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 165.000.000 

1 

Dokum

en 181.500.000 

1 

Dokum

en 199.650.000 

1 

Dokum

en 199.650.000   Jawa Barat 

      

Penatausahaan Keuangan 

dan Aset Dinas PMPTSP 

Dokumen 

Penatausahaan 

Keuangan   12 Dokumen 100.000.000 12 Dokumen 110.000.000 

12 

Dokum

en 121.000.000 

12 

Dokum

en 133.100.000 

12 

Dokum

en 133.100.000   Jawa Barat 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT 

 

 Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat telah 

menetapkan indikator utama kinerja perangkat daerah tahun 2018 - 2023. Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan dapat 

mendorong pencapaian misi ke empat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu 

“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera 

dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat 

Inovasi Serta Pelaku Pembangunan”  dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim 

Usaha dan Investasi”. Adapun indikator kinerja tujuan/sasaran yaitu Pembentukan 

Modal tetap Bruto (PMTB) ADBH. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah. 

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Jawa 

Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa 

Barat telah menetapkan dua  indikator kinerja utama tahun 2018 – 2023, yaitu :  

1. Nilai Realisasi Investasi PMA – PMDN 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja 

pada awal 

periode RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 

pada akhir 

periode RPJMD 
Tahun 2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Nilai Realisasi 

Investasi 

Triliun 

Rupiah 162,8 

107,00 - 

115,06 

112,27 - 

120,27 

117,48 - 

125,48 

122,69 - 

130,69 

127,90 - 

135,90 127,90 - 135,90 

2 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap Layanan 

Perizinan Poin 79,56 78 79 80 81 82 82 
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PENUTUP 

 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Dinas PMTPSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 ini berisi pedoman 

pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018 – 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana 

Kerja Tahunan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun. 

Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga 

visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kenyataan sesuai dengan 

harapan kita semua. 

 Rencana Strategis Dinas PMPTSP mempunyai kelenturan dalam 

pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh 

tidak menyimpang dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dengan Rencana Startegis 

ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, 

antar instansi/lembaga terkait dalam meningkatkan investasi di Jawa Barat yang 

memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa 

Barat khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum. 

 Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam 

Rencana Strategis ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang 

terkait dengan perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat. 

 Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana 

Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2018 – 2023 ini Kami ucapkan terima kasih, seiring 

dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan 

program ini. 

 

Bandung,         Maret 2019 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU PROVINSI JAWA BARAT 
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RENSTRA DINAS PMPTSP TAHUN 2018-2023


